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Kepada YangTerhormat,
KETUAMAHKAMAH KONSTITUSIREPUBLIK INDONESIA

Jalan Medan Merdeka Baret No. 6, Jakarta Pusat

Perihal : Permohonan Pengujian Materill Pasa1,04, 1069 107, 108, dan 110 Undang-
Undang No. , Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
[KUHP] Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Repub!Ik Indonesia Tahun
1945

Dengan hormat,

Perkenankanlah kami:

Latifah An urn Siregar, S. H, M. H. ; Elieser Murafer, S, H. ;Ivon Tetjuari, S, H. ; Gustaf Kawer,
S. H. ; Simon Pattiradjawane, S. H. ; Yuliana Langowuyo, S. H. ;Iwan Kurniawan Niode, S, H. ,
M. H. . Yusman Conoras, S. H. ; Heridri M. Okoka, S*H. ; Brivin Sarimolle, S. H. ; Moh. Suhud
Madurianto, S. H. ; Weiis Doga, S. H. ; Andi AstriyaamiatiAl, S. H. ; Hardi, S. H. ; Yulius La!a'ar,
S. H. ; Mulfisar Syarif, S. H. ; Yohanis Gewab, S. H. ; Davld Maturbongs, S. H. ; J, Harry
Maturbongs, S. H. ; Yan Christian Warmussy, S. H. ; Theresje Juliantty Gaspersz, S. H. ;
SImon Banundi, S. H. ; Semuel Harun Yensenem, S. H. ; Jimmy Ell, S. H. ; Loury Da Costa,
S. H. ; Yesaya Mayor, S. H. ; Darnus Usmany, S. H. ;Jacobus Wogim, S. H, M. H, ; Heriry Salmon
Lusikooy, S. H. ; Johanis Lexy Hahury, S. H, M. H. ; Julians S. Y. Werino, S. H. ; Charles. B
Litaay, S. H, M. H. ; Wahyu Wagiman, S. H. ; Wahyudi Djafar, S. H. ; Arif Maulana, S. H, M. H*;
Veronica Koman, S. H. ; Yunita, S. H. , LL. M. ; Tommy A1bert Tobing, S. H. ; A1ghiffari Aqsa,
S. H. ; Pratiwi Febry, S. H. ; Citra Referandum, S. H. ; Bunga M. R. Siagian, S, H*; Ayu Ezra
Tiara, S. H. , S, Sy. ; Judianto Simanjuntak, S. H. ; Ronald SIahaan, S. H, M. H. ; Blandina
Lintang Setianti, S. H. ; Miftah Fadli, S. H. ; Abdul Wahid, S. H. ; Bernhard Ruben F. Sumigar,
S. H, ; Azhar Nur Fajar main, S. H. ; Sekar Banjaran Aji, S. H. ; Muhammad Irwan, S. H. ;
Muhamad Daud Berueh, S. H; dan Fatiatulo Lazirah, S. H.

Kesemuanya adalah advokat, dan pengabdi bantuan hukum, yang tergabung dalam Tim
Advokasiuntuk Kebebasan Warga Negara, meinilih domisili hukum of Jalan Slaga 11 No.
31 Pelaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 125.0 Telp: (o2, ) 7972 662 Fax (021)
79,925,9 dalam halini beltindak bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas

Jakarta, 21 Maret 2017

nama:

I. Hans Wilson Wader; Warga Negara Indonesia; Pria kelahiran Nabire, 27 Januari, 989
Againa Kristen Protestan, Pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Serayu
Sanggeng, Manokwari, Papua Barat----

2. Meki Elosak, Warga Negara Indonesia, Iahir of Siba pada 25 Maret 1980, Againa
Katolik, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di kampung Piramid distrik Asalogaima
kab. Jayawijaya;

3. JemiYermias Kapanal alias Jimi Sembay, Indonesia, Iahir di ATiepi, z Juni, 985, Againa
Protestan, Swasta, bertertipat of Kampung Anepi, Distrik Kosiwo, Kabupaten Yapen -

I

Pemohon I;

Pemohon 11;

Pemohon 1/1;
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4. Pastor John Jonga, Pr. ; Warga Negara Indonesia, pria kelahiran F10res, 4 November
1959; Pastor; bera!amat di Jalan Trans Irian Arso Kota, Kelurahan Arso Kota,
Kecamatan Arso

5. Gereja Kernah Injil(KINGMl) diTanah Papua, organisasi Gereja berbentuk Sinodal,
yang berdasarkan Pasa1 4 Anggaran Dasar berasazkan Pancasi!a sebagai satu-satunya
azas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bemegara; beralamat di
Jayapura, Papua. Daiam halini diwakili o1eh Pdt. DR. Benny Giay, Warga Negara
Indonesia, Iahir di Paniai, 12 Januari 1955, Againa Kristen, Pekerjaan Pendeta,

daiambertempat tinggal of Jalan Makendang Sentani, Jayapura, Papua,
kedudukannya sebagaiKetua Urnum Badan Pengurus KINGMl

6. Yayasan Satu Keadilan, sebuah badan hukum berbentuk Yayasan yang didinkan
berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beadasarkan Akta Notaris James
Sinaga, SH, , M, Kn, Nomor 18 tanggaltz Januari 2015, dan telah disahkan sebagai
Badan Hukum berdasarakan Keputusan Meriteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor AHU-o008666. AH. o1.04. Tahun 2015, tangga1 22 Juni 2015.
Berkedudukan di Bogor, yang sebagaimana Pasa1,6 ayat (5) akta tersebut diwakili
o1eh Pengurusnya, Sugeng Teguh Saritoso, selaku Ketua, yang o1eh karenanya
bertindak untukdan atas nama Yayasan Satu Keadilan

Untuk seianjutnya secara keseluruhan Pemohon tersebut di atas disebut juga sebagai
PARA PEMOHON. Para Pemohon dengan ini mengajukan permohonan Pengujian Pasal
104, 106, 107, to8, dan 110 Undang-Undang No. I Tahun 1946 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana [KUHP], yang se!anjutnya disebut sebagai Pasal-Pasal Makar
(Bukti P-,), terhadap Undang-Undang Dasar Negara Repubtik Indonesia Tahun 1945.

Pemohon IV;

I. Pasa1 24 C Ayat (1) Perubahan Ketiga UUD ,945 menyatakan:"Mahkomoh Konstitusi
benayenong mengodilipado tingkot pertaino don terokhiryong putusannyo bersifatfinol
untuk mengujl undong-undong terhadap Undong-Undong DOSar, meinutus sengketa
kewenongon Iembogo negoro yang kewenongonnyo diberikon o1eh Undong-Undong
DOSar, meinutus pembuboron portoi pontik don meinutus perselisihon tentong hosil
Pemilihon Urnum";

Pemohon V;

2. Berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi meinpunyai kewenangan
untuk meIakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap UUD 1945 yang juga
didasarkan pada Pasal, o ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang
Mahkamah Konstitusiyangmenyatakan:"Mahkomoh Konstitusiberwenongmengodili
pod@ tingkot pertomo don terakhir yang putusonnyo bersifot final untuk: (0) menguji
undon^undong(UU) terhodop UUD Rltohun 1945";

Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai!embaga pengawal Konstitusi(The Cudrdion
of The Constitution), Apabila terdapat UU yang bertentangan dengan Konstitusi,
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Mahkamah dapat menyatakan tidak meiniliki kekuatan hukum mengikat baik
sebagian in aupun seiuruhnya;

Sebagai pengawal Konstitusj, 'Mahkairiah juga berwenang memberikan penafsiran
terhadap pasal-pasal dalam undang-undang agar tidak bertentangan dengan
konstitusi. Tatsir Mahkamah terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang
tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpretotion of the constitution)
yang me iniliki kekuatan hukum. Dengan demikian terhadap pasal-pasal yang meiniliki
in akna am bigu, tidak jelas, danjatau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya
kepada Mahkamah;

4.

5. MeIaiui permohonan ini, Para Pemohon mengajukan pengujian Pasali04, 106, 107,
108, dan 110 Undang-Undang No. ITahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Beadasarkan hal-haltersebut of atas, inaka Mahkamah bemenang untuk memeriksa
dan mengadili permohonan a quo;

6.

7. Pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan
pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 merupakan satu indikator perkembangan ketatanegaraan
yang POSitif yang merefleksikan adanya kernajuan bagi penguatan prinsip-prinsip
Negara Hukum;

8. Dari pernyataan tersebut, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia belfungsi antara
lain sebagai"guardian" dari"constitutional rights" setiap warga Negara Republik
Indonesia. Mahkamah Konstitusi Repub!ik Indonesia merupakan badan yudisial yang
menjaga hak asasi inariusia sebagai hak konstitusionat dan hak hukum setiap warga
Negara, Dengan kesadaran inilah Para Pemohon kernudian meinuruskan untuk
mengajukan permohonan pengujian Pasa1, o4, 106, 107, 108, dan 110 KUHP o1eh
karena bertentangan dengan semangat dan Iiwa serta Pasal-Pasalyangdimuat dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

I

9. Ketentuan di atas bersesusian dengan Pasa1 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan: "Pemohon oddloh pihok yang
mengonggoph@kd@n/atdukewenongon konstitusionolnya dirugik@n o1eh

bendkunyo undong-undong, yoitu : (0) perorongan WNl, (b) kesotuon masyar@kgt
hukum adotseponjang masih hidup don sesuaidengon perkembongon masyorokot don
prtnsip negaro kesotuon Rlyang digtur dojom undong-undong, (c) badon hukum publik
dan privat, atau (d) Iemb@ga negoro. ";

Selain itu, seiak Putusan Nomor o061PUU-!11/200s dan putusan-putusan berikutnya,
Mahkamah telah menentukan s syarat mengenai kerugian hak konstitusional
sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 51 Ayat(,) UU MK, sebagai berikut:

IO.
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a. harus ada hak danjatau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan aleh
UUD 1945;

b. hak danjatau kewenangan Konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan o1eh
berlakunya undang-undangyang dimohonkan pengujian;

c, kerugian hak danlatau kewenangan Konstitusional tersebut bersifat spesifik dan
aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar
dapat dipastikan akan tenadi;

d. ada hubungan sebab akibat (cousol verbond) antara kerugian hak danjatau
kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian;
dan

e, ada kernungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, in aka kerugian hak
danjatau kewenangan konstitusional yang didajilkan tidak akan atau tidak lagi
tenadj.

,

11. Lima syarat sebagaimana dimaksud di atas dijelaskan lagi o1eh Mahkamah metalui
Putusan Nomor 271PUU-Vlljz009 dalam pengujian formil Perubahan Kedua Undang-
Undang Mahkamah Agung (halaman 59), yang menyebutkan sebagai berikut:

"Don praktik Mahkamah (2003-2009), perorongon WNl, terut@ing pemboyor polok (tax
payer; vide Putuson Nomor o031PUU-112003) berbagoi o505iosi don NGO/LSM yang
concern terhodap suotu Undong-Undong demi kepentingan publik, badon hukum,
Pemerintoh doeroh, Iembogo negoro, don IQin-loin, o1eh Mahkomah didriggop meminki
legalstonding untuk mengojukan permohonon pengujiQn, boik formil moupun materin,
UndongUndongterhodap UUD 1945 (lingtjuga Lee Bridges, dkk. Dojom "JudiciolReview
in Perspective, 1995)";

PEMOHONPEROMNGANWARGANEGARAINDONESIA:

12. Bahwa Pemohon I s. d Pemohon V merupakan individu Warga Negara Republik
Indonesia yang merupakan pihak yang telah secara langsung atau setidak-tidaknya
beTPOtensi dirugikan hak-hak konstitusionainya atau terkena dampak atau dirugikan
akibat keberadaan pasal-pasal o quo;

,3. Bahwa Pemohon I s. d Feinohon V merupakan individu-individu yang selama ini aktif
meIakukan berbagai kegiatan SOSial, politik dalam rangka pemajuan dan pemenuhan
hak asasi inariusia dan keadilan of Papua, dengan cara menyampaikan pendapat
masyarakat Papua secara darnaisesuaidengan yang dijamin dalam UUD ,945;

a4. Pemohon I, merupakan inahasiswa yang ditangkap karena dianggap meIakukan
in akar memisahkan dan Negara Republik Indonesia. Halinitenadi karena dia dituduh
meIakukan pengibaran bendera bintang kejora pada 14 Desember 2010, ketika
sekelompok (sekitar 50 orang) inahasiswa Papua di Manokwari me!akukan
demonstrasi solidaritas ulang tahun ke 22 Proklamasi Kernerdekaan Melanesia Baret;

15. Pemohon I telah menga!ami penangkapan dan pembungkaman atas aktivitas
politiknya tersebut dengan dituduh meIakukan inakar untuk me misahkan diri dari
Indonesia. Pemohon 11 didakwa melakukan perbuatan yang dilarang Pasa1 106 10
Pasa1 55 dan Pasa1 56 KUHP;

.

I
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16, Pada tangga1 27 September 2011, panel hakim meinbebaskan empat darilima
inahasiswa Papua lainnya, Menurut keputusan pengadilan Manokwari N0: 84 I Rid, B I
2011 I PN. Mkw, Mr Alex Duwiri dan Mr John Wilson Wader tidak bersalah tindakan
pemberontakan berdasarkan pasali06 jo, (da!am hubungannya dengan) Pasa1 55
dan 56 dari KUHP;

17. Pemohon 11, warga Negara Indonesia yang ditangkap aparat kepolisian pada
November 2010 karena dituduh metakukan pengibaran bendera bintang Keiora
bersama rekan-rekan lainnya of desa Yelengga sebeturn mereka berangkat ke
pemakaman kerabatnya. Pemohon 1/1 dan rekan-rekannya menginginkan Ienazah
Marthen Werida dimakamkan disamping bendera bintang kejora;

18, Pemohon 11 dan rekan-rekannya akhirnya ditangkap dan dihukum 8 tahun perilara
seiak akhir tahun 2010 karena dianggap terbukti meIakukan perbuatan sebagaimana
diatur Pasat 106 KUHP, yakni inakar dengan inaksud memisahkan sebagian dari
wilayah Negara;

19, Keberadaan Pasal-pasal Makar, termasuk Pasali06 KUHPidana telah menjadi alat
untuk merepresi gerakan demokrasi bagi Papua, termasuk yang diterapkan kepada
Pemohon 11. Meskitanpa ada kekuatan untuk meIakukan pemisahan wilayah Negara
dan Repub!ik Indonesia, perbuatan-perbuatan Pemohon 11 bisa dianggap akan
memisahkan diri darilndonesia, dan aktivitas mengungkapkan ekspresi yang dijamin
UUD 1945 pun terlanggar;

20. Pemohon 1/1, merupakan warga Negara Indonesia yang dihukum dengan sewenang-
wenang karena dianggap me Iakukan in akar sebagaimana diatur Pasa1, o6, pasali08,
dan pasal, ,o KUHP. Pada I Februari 2014, 17 orang ditangkap menyusul serangan
iniliter besar-besaran of desa Sasawa di Pulau Yapen, daerah diperkirakan meiniliki
kehadiran berat kelompok bersenjata, salah satu yang ditangkap adalah Pemohon 1/1;

21. Padahal, Pemohon 1/1 bukan anggota kelompok bersenjata. Tuduhan ini dilakukan
aparat kepolisian dan tentara secara meinbabi buta sehingga kelompok-kelompok
HAM pun dituduh sebagai bagian kelompok bersenjata. Pada saat penangkapan,
dilakukan dengan serangan o1eh gugus tugas iniliter dan polisi gabungan dari
kepolisian Provinsi Papua, Laut Polisi, (Polisi Air, Polair), Unit Militer Siliwangi dan
Serui Militer Batalyon. Warga desa"desa sekitar Kamanap dan Kanawa dilaporkan
dipukuli, disiksa dan diberikan an cainan mati o1eh pasukan keamanan yang meinaksa
mereka untuk mengungkapkan TNPB daerah aktif. Pasukan keamanan mengepung
desa Sasawa dan menembaK tanpa pandang bulu pada warga, yang mengarah ke
evakuasi massal. kerusakan Iuas disebabkan ke ruinah digeledah, seko!ah dan gereja;

22. Aktivitas-aktivitas pembelaan hak asasi inariusia yang dilakukan warga Papua. dan
termasuk Pemohon 111 dengan keberadaan Pasal-pasal in akar, kerap digunakan untuk
menekan kebebasan berpendapat, serta menyuarakan perampasa. n hak
kernerdekaannya, Hal inaria dijamin UUD 1945;
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23. Pemohon IV, adalah seorang Pastor yang juga meIakukan pembelaan terhadap Hak-
hak Asasi Manusia of tanah Papua. Pemohon IV, sebagai Pastor seiama ini meIakukan
pelayanan dan pendidikan bagijemaat Gereja Katholik dan juga meIaiui Yayasan
Teratai Hati Papua (YTHP);

24. Pemohon IV, sebagai Pastor yang memberikan banyak pelayanan terhadap jemaat,
meiniliki kepentingan untuk turut menciptakan kedamaian dan Kondisi kondusif di
tanah Papua, Keberadaan Pasal-pasal Makar a quo telah meinbuat kondisi kebebasan
ekspresi dan tuntutan atas pelanggaran-pelanggaran HAM yang tenadi di tanah
Papua menjadiburuk;

25. Pemohon IV merasa meiniliki kepentingan untuk turut daiam upaya pengujian
undang-undang yang dialukan Pemohon V bersama Para Pemohon lainnya. Karena
dengan keberadaan Pasal-pasal Makar yang saat ini ada, akan berpotensi
menciptakan ketidak-kondusifan ditanah Papua;

PEMOHON BADAN HUKUM PRIVAT:

26. Bahwa Pemohon V dan Pemohon Vl merupakan Badan Hukum Privat yang meiniliki
legal standing dan menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan ini dengan
menggunakan prosedur organization stonding(legal standing);

27. Bahwa para Pemohon V dan Pemohon Winemilikikedudukan hukum (legal standing)
sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang karena terdapat keterkaitan sebab
akibat (causal verbond) berlakunya Pasali04, 106, 107, 108, dan 110 KUHP sehingga
menyebabkan hak konstitusional Para Reinohon dirugikan;

28, Bahwa doktrin orgQnizotion standing atau legal standing merupakan sebuah prosedur
beracara yang tidak hanya dikenal dalam doktrin akan tetapijuga telah dianut daiam
berbagai peraturan perundangan dilndonesia seperti Undang-Undang No. 23 Tahun
1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999
tentang Perundungan Konsumen, Undang. Undang No. 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan;

29. Bahwa pada prektik peradilan chindonesia, legolstonding telah diterima dan diakui
menjadi mekanisme dalam upaya pencarian keadilan, yang inaria dapat dibuktikan
antara lain :

a. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. o601PUU-11/2004 tentang Pengujian UU
No. 7Tahun 2004 tentang Sumber Daya Airterhadap UUD ,945;

b. Daiam Putusan Mahkamah Konstitusi No. o031PUU-1/1/2005 tentang Pengujian UU
No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. ,
Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
menjadi Undang-Undangterhadap UUD 1945;

c, Da!am Putusan Mahkamah Konstitusi NQ. o01-021-022jPUU-!12003 tentang
Pengujian UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagatistrikan techadap UUD 1945;

d, Daiam Putusan Mahkamah Konstusi Nomort401PUU-Vlllz009 tentang Pengujian
Undang-Undang NomorilPNPSn'ahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan
danlatau Periodaan Againa;
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30. Bahwa organisasi dapat bertindak mewakili kepentingan publiklumum adalah
organisasi yang memenuhi persyaratan yang ditentukan daiam berbagai peraturan
perundang-undangan inaupun yurisprudensi, yaitu :
a, Berbentuk badan hukum atau yayasan;
b. Dalam anggaran dasar organisasiyang bersangkutan menyebutkan dengan tegas

mengenaitujuan didirikannya organisasitersebut;
c. Telah meIaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasamya,

31, Bahwa pare Pemohon V adalah Organisasi Gereja Kernah InIil(KINGMl) berbentuk
otonom dengan system pemerintahan Presbyterial Sinoda!. Tujuan dari pendirian
KINGMl berdasarkan pasa1 6 huruf i Anggaran Dasar KINGMl: "Memelihara
persaudaraan di antara semua urnat Kristen dan sesama inariusia", serta ditegaskan
daiam Pasa1 6 ayat(s) Anggaran RuinahTangga, bahwa tujuan KINGMlsalah satunya
adalah:"Memelihara persaudaraan di antara semua golongan urnat Kristen dan
sesame warga bangsa seita sesame inariusia, untuk bekeria sama meinbangun
masyarakat, bangsa dan Negara da!am segata bidang;

~.

^
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32. Bahwa tugas dan peranan Pemohon V daiam meinbangun dan memelihara
persaudaraan di segala bidang chindonesia, khususnya Papua telah secara terus-
menerus mendayagunakan Iembaganya sebagaisarana untuk meinperluangkan hak-
hak asasimanusia;

33, Bahwa dalam mencapai inaksud dan tujuannya Pemohon V telah meIakukan
betoagai macam usahalkegiatan yang dilakukan secara terus menerus, hal inaria
telah menjadi pengetahuan urnum (notoire feiten). Adapun, bentuk kegiatan yang
telah dilakukan Pemohon V, yakni memberikan pelayanan dan pendidikan terhadap
warga Papua, serta turut meinbantu Negara dalam menciptakan darnai di Tanah
Papua;

34. Bahwa usaha-usaha perlindungan, pemajuan dan pemenuhan hak asasi inariusia
yang chiakukan o1eh Pemohon V telah dicantumkan pu!a di dalam UUD 1945, UU No.
39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan berbagai prinsip-prtnsip hukum
Internasional tentang Hak Asasi Manusia;

35. Bahwa seiain itu Pemohon V dan Pemohon Vljuga meiniliki hak konstitusional untuk
meinpenuangkan haknya secara bersama untuk kepentingan bangsa dan negara ini.
Menurut Pasa1 28 C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan: "Setiap orang
berhok untuk memojukon dirtnyo dojom meinperluongkon hoknyo secora koiektifuntuk
meinbongun masyarakat, bangsa don negoronyo. ";

36. Bahwa persoalan yang menjadi objek Pasa1, o4, 106, 107, 108, dan 110 KUHP yang
diujikan merupakan persoalan setiap urnat inariusia karena sifat universalnya, yang
bukan hanya urusan Pemohon I s. d Pemohon N yang noto bene langsung
bersentuhan dengan persoalan hak inariusia, . SOSia!, keagamaan,asas!

kernasyarakatan dan pendidikan, namun juga menjadi persoalan setiap inariusia di
dunia ini, termasuk menjadi persoalan bagi Pemohon V;

.
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37. Bahwa pengajuan permohonan pengujian Pasali04, 106, 107, 108, dan 110 KUHP
merupakan wujud kepedulian dan upaya Pemohon V untuk memelihara
persaudar;Ian, me in bangun masyarakat, bangsa dan negara Indonesia;

38. Bahwa ketidakkonsistenan dalam penerapan pasal-pasal a quo meinbuktikan watak
karet atau fleksibiltas dan pasal-pasal a quo, yang meinuriculkan situasi
ketidakpastian hukum, sehingga mengakibatkan dirugikannya hak-hak konstitusional
para Pemohon;

39, Bahwa berdasarkan uruian di atas, jelas keseluruhan Para Pemohon telah memenuhi
kualitas inaupun kapasitas sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang terhadap
Undang-Undang Dasar, 945 sebagaimana ditentukan dalam Pasa1 51 huruf c Undang-
Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusijo. UU No. 8 Tahun 2011
tentang Perubahan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, inaupun
seiumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan penjelasan mengenai
syarat-syarat untuk menjadi pemohon pengujian Undang-Undang terhadap Undang-
Undang Dasar 1945. Karenanya, leias pu!a keseluruhan Para Pemohon meiniliki hak
dan kepentingan hukum mewakili kepentingan publik untuk mengajukan
permohonan pengujian Pasali04,106, ,o7,108, dan 1.0 KUHP,

^

Ruang Lingkup Pasali04, Pasa1, o6, Pasalt07, Pasa1, o8, dan Pasa1,10 UU No. , Tahun
1946tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasa1,04

Makor dengon ingksud untok meinbunuh, atau merompos kernerdekoon, atau meniodok@n
kernompuan Presiden atau Wokil Presiden memerintoh, didncom dengon pidona matiotou
pidono penjoro seumur hidup atau pidono penjoro sementoro paling loino duo puluh tohun,

~

Pasali06

Makor dengon inoksud supoyo seiuruh atau sebogion don wiloyoh negoro, didncam dengon
pidonapenjoroseumurhidup at@u pidqnopenjorosementoro paling lama duo puluh tobun.

Pasa1,07

(1) Makor dengan innksud untuk menggulingkon pemerintah, didncom dengon pidano
perilora polingloma Iimo belas tohun.

(2) Paro pemimpin dQn pengotur makor tersebbut dojom ayat I, didncom dengon pidono
perilora seumur hidup atau pidcina periloro sementoro paling laino duo puluh tohun.

,,*!^I'::^~""":',"':'~"' '~":^^';,,,,'4^\!^^^!

Pasa1, o8

(1) Borong siapQ bersoloh koreno pemberontakan, didncom dengon pidono peril@in paling
mind Iima belos tohun:

I. Qinngyongmelowon pemerintah Indonesia dengon senjoto;
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z. orang yang dengon inoksud meldwon Pemerintoh Indonesia menyerbu bersomq-
sqmo atau menggQbungkon diripadogerombolon yangmelowon Pemerintoh dengon
senjoto,

(2) Paro pemimpin don poro pengotur pemberontokon didncom dengon periloro seumur
hidup atau pid@rid periloro sementaro paling loino duo puluh tohun.

Pasali, o

(1) Permufokoton IQhot untuk melokukon kejohotan menurut POSolt04, 106, 107, don 108
didncQm berdosorkon oncoman pidono dojom POSol-POSaltersebut.

(2) Pidono yongsoma diteropkon torhodap orong-orongyong dengan inoksud berdosorkan
POSolt04, 106, don 108, meinpersiopkon otQu meinperloncor kejohotqn:
I. berusoho menggerokkon Qinng loin untuk melokukon, menyuruh melokukon otou

turutserta melokukon ogor memberibontuon podo woktu melokukon otou memberi
kesempot@n, sorono atau keterongon untukmelokukon kejahotan;

2, berus@ho meinperoleh kesempoton, sarong otau keterongon untuk melokukan
kejohaton bogi dinsendiriotuo orong loin;

3. meminki persedioon borong-borong yang diketohuinyo berguno untuk melokukon
kejohoton;

4, meinpersiapkan atau meminki rencono untuk meloksonokon kejohoton yang
bertuju@n untok memberitahukon kepodo orongloin;

s. berus@ha mencegoh, menntongi otou menggogolkan tindokan yang diddakan
pemerintoh untuk mencegoh atau menindospeloksonoon kejohoton.

(3) Borong--barons'sebog@jinono dimoksuddolom butir3 0yotsebelumny@, dopot dimmpos,
(4) Tidak dipidono borong stopo yang ternyata bermoksud honyo meinpersiapkon atou

meinpermncorperubohon ketotonegaroan dojomortian urnum.
Jiko dojom soloh sotu hol seperti yang dimoksud dojom ay@t I don 2 POSolini, kejohatan
sungguh tenddi, pidononyo dopot dilipotkon duo kan.

pi^'^:I^^-;I. ^:^.^._^^!I^^, I^;UN. j>A^IG-*I!^it;;!;:;;11.11, .. j^^6 'T^I^T'A'^!^;yinrA^..;UN. DA^It^,!, N. DA;NG
^^-!;!it^::^I;^^;^. A1 E!^^RT^^ITANGA, I .I>^ijcAN .I>I^iNsi^'^I^RINsi^;'1:1^c;ARA. H'.!JKi!11.1^At^:G
BIT^^!*SKAi;IDi'DALAM PASAL, AYAT(3) UUD, 945

54. Pasall ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, dengan tegas menyatakan, "Negaro
Indonesia adornh negoro hukum";

55, Ketentuan Pasat I ayat (3) UUD 1945, menurut Jimly Ashiddiqie mengandung
pengertian adanya pengakuan terhadap Supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya
prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang
diatur dalamUndang-Undang Dasar, adanya jaminan hak asasi inariusia daiam
Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak meinihak yang
menjamin persamaan setiap warganegara dalam hukum, serta menjamin keaditan
bagi setiap oreng termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang o1eh pihak yang
berkuasa.

56. Berdasarkan ketentuan Pasai I ayat (3) tersebut, Indonesia merupakan salah satu
negara yang satu negara dari sekian banyak negara yang menganut negara hukum,
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dimana penyelenggaraan kekuasaan negara dan pemerintahan dibatasi o1eh
konstitusi,

57. Adanya pembatasan kekuasaan, merupakan faktor pendukung dari prinsip-prinsip
negara hukum dan demokrasilainnya, yaitu hak asasi inariusia. Hak asasi inariusia of
Indonesia yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, tertuang di daiam
Pasa1 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di daiam
Pasal tersebut segala hak yang berkaitan eksistensi dan aktivitas warga negara
dijamin dan dilindungi Konstitusi dan peraturan perundang-undangan dibawahnya;

58. 01eh karenanya, karena Indonesia menganut negara hukum yang dibatasi konstitusi,
inaka penyelenggaraan kekuasaan negara dan pemerintahan harus didasarkan atas
dasar hukum yang baik dan adjl. Hukum menjadi!andasan dari segenap tindakan
negara, dan hukum itu sendiri harus balk dan adjl. Baik karena sesuai dengan apa
yang diharapkan o1eh masyarakat dan hukum, dan adjl karena in aksud dasar segenap
hukum adalah keadilan. (Frans Magnis Susen0, 1994, Etiko Pontik Prtnsip-prtnsip Moral
DOSor Kenegoraon Modern, Jakarta: Cremedia, ha1 295);

59. 5elain itu, segala kewenangan dan tindakan alat-a!at perlengkapan negara harus pu!a
berdasarkan dan diatur o1eh hukum, Penguasa bukanlah pembentuk hukum,
me!ainkan pembentuk aturan-aturan hukum, o1eh sebab itu hukum berlaku bukan
karena ditetapkan o1eh penguasa, akan tetapi karena hukum itu sendiri. Hat ini
meinbawa konsekuensi, bahwa penguasa pun dapat dimintai pertanggungjawaban
jika datam menialankan kekuasaannya me lampaui batas-batas yang telah diatur o1eh
hukum, atau meIakukan perbuatan melawan hukum, Kewenangan penguasa dan
organ-organ negara sangat dibatasikewenangan perseorangan dalam negara, yang
berupa hak asasi manusia. Rendapat tersebut menegaskan bahwa hak asasi inariusia
merupakan unsur penting dalam sebuah negara hukum;

60. Daiam kerangka Indonesia, perlindungan hak asasi inariusia sebagai bagian penting
dan konsep negara hukum yang dianut dilndonesia telah dinyatakan dalam Bab XA
(Pasa1 28 A sampai 28 J) UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia. Secara khusus
penegasan mengenaijaminan hak asasi inariusia da!am negara hukum yang
demokratis tertuang dalam Pasa1 28 I ayat, (5) UUD 1945 yang menyatakan bahwa
"untuk menegakkan dan meIindungi hak asasi inariusia sesuai dengan prtnsip negara
hukum yang demokratis, inaka pelaksanaan hak asasi inariusia dijamin, diatur dan
dituangkan daiam peraturan perundang"undangan".

,

LJ

61. Dengan kata lain, aturan perundangan-undangan yang tercipta, harus berisi nilai-nilai
keadilan bagisemua orang. Sehingga, akan menunjukkan bahwa negara hukum yang
dianut Indonesia akan menjamin keadilan substanstif (the rule of low). Tidak sekedar
meinfungsikan peraturan perundang-undangan.

62. Bahwa berdasarkan the rule of low, seiuruh peraturan perundang-undangan harus
dapat dimaknai sebagai"a legal system in which rules ore clear, well-understood, and
fairly enforced"-sebuah sistem hukum yang Ielas (kecil kernungkinan untuk
disalahgunakan), mudah dipahami, dan menjaga tegaknya keadilan. Kepastian hukum
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menjadi salah ciri the rule of low, yang di datamnya mengandung asas legalitas,
prediktibi!itas, dan transparans;

63, Apabila disandarkan pada konsep rule of low di atas, te. rhyata tidak semua peraturan
perundang-undangan dilndonesia dirumuskan dan diorientasikan untuk men'amin
tegaknya keadilan dan kepastian hukum. Tidak semua peraturan erundan -
undangan dirumuskan secara Ielas, mudah dipahami dan menutup kernungkinan
Untuk disalahgunakan, Hal inaria salah satunya tercermin dalam perumusan
ketentuan Pasali04 KUHP;

64. Ketentuan Pasai, o4 KUHP menyatakan bahwa:
Makor dengon ingksud untuk meinbunuh, atou merompos kernerdekoon, atau
meniodakon kernompuon Presiden atau Wokil Presiden memerintoh, didncom
dengon pidon@ mati atau pidono penjoro seumur hidup atau pidono periloro
sementorapolingloma duo puluh tohun

65. Ketentuan Pasal, o4 KUHP tersebut merupakan tenemahan langsung dan bebas dari
Wetboek von Strofrecht, yang ruinusannya dalam bahasa Belanda berbunyi sebagai
berikut:

"De donslag ondemomen met het o0gmerk Qin den Koning, de regeerende Koningin
of den Regent von hetieven ofde vrijheid to berooven of tot regeeren origeschiktte
maken, wordt gestroft met dedoodstrof of Ievenslonge gevongenisstrof of tildelijke
von ten hoogste twintigjoren".

Artinya:
"Makar (aanslag) iang dilakoekan dengan inaksoed (niat) hendak meinboenoeh
Baginda Radja, Baginda Ratoe (Radja perempoean) atau Regent, atau dengan niat
hendak merempas kernerdekaan mereka itoe atau hendak mendjadikan mereka
itoe tiada sanggoep memerintah, dihoekoem mati atau pendjara
hidoep atau pendjara sementara selama-lamanja doea poeloeh tahoen"

66. Beadasarkan ketentuan Pasal Vlll angka 12 Undang. undang Nomor I tan a1 26
Februaritahun 1946, berita Republik Indonesia 11, kata-kata den Koning, de regeerende
Koningin of den Regent da!am ruinusan Pasa1, o4 Wetboekvon Sinfrecht chatas diganti
dengan kata-kata den President of den Vice-president, sehingga rumusan Pasa1, o4
Wetboek von Strofrecht atau Pasa! 104 Kitab Undane;-undang Hukum Pidana yang
berbunyi sebagai berikut:

"De donslog ondemomen met het o0gmerk Qin den President of den Vice-president
von hetieven ofde vrijheid re berooven of tot regeeren origeschiktte maken, wordt
gestraft met de doodstrof of Ievenslonge gevongenisstrof of tildelijke von ten
hoogste twintigjoren".

Artinya:

"Makar yang dilakukan dengan inaksud untuk menghilangkan nyawa, atau
merampas kernerdekaan, atau meniadakan kernampuan Presiden atau Waki!

seoemoer
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Presiden menialan kan pemerintahan, diancam dengan pidana mati atau perilara
seumur hidup atau pidana perilara sementara paling lama 20 (dua puluh) tahun".

67. Apabita delik yang diruh'Iuskan'daiam Pasa1 104 KUHP tersebut dijabarkan dalam
unsur-unsur, inaka akan diketahui bahwa delik yang diatur dalam Pasali04 KUHP
me ini!iki unsur-unsur sebagai berikut (Bukti P-1/1, Anshari, 2012):

I) Makar:
MeIakukan perbuatan in akar ditafsirkan secara otentik dalam Pasa1 87 KUHP yaitu
"Dikatakan ada in akar untuk meIakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu
telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan seperti dimaksud dalam Pasal
53". Makar dapat diartikan juga dengan serangan atau penyerangan dengan
inaksud tidak baik.

Suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai perbuatan Makar, apabila perbuatan
permu!aan pelaksanaan merupakan peruujudan niat dan pelaku, sesuai dalam arti
Pasa1 53, yaitu percobaan meIakukan kejahatan yang dapat dihukum, Pasa1 53
menentukan secara eksplisit, bahwa perbuatan percobaan itu tidak dapat
dihukum apabila pelaksanaan kehendak itu terhenti karena keinginan sendiri
secara sukarela, Namun dalam Pasa1, o4 perbuatan Makar tetap dapat dihukum
meskipun pelaksanaan kehendaknya terhenti karena keinginan sendiri secara
sukarela.

Daiam meIakukan inakar mitersiret suatu perbuatan be rencana. Tetapi pembuat
undang-undang tidak bermaksud demikian, tidak hanya inakar dengan perbuatan
berencana namun bahkan inakar (serangan) paling ringan saia sudah merupakan
bahaya bagikeamanan Negara, hingga ancainan hukuman yangterberatterhadap
perbuatan in akaritu sudah dapat dipertanggungjawabkan menurut keadilan. Ada
pendapat bahwa in akar langan diartikan atau chidentikkan dengan suatu tindak
kekerasan saia karena tindakan inakar sebenarnya ialah segala tindakan yang
dilakukan untuk merugikan kepentingan-kepentine;an hukum tertentu dari
Presiden dan Wakil Presiden.

Noyon-Langemeijer menyatakan bahwa "kebanyakan in akar merupakan tindakan
kekerasan atau setidak-tidaknya percobaan-percobaan untuk meIakukan tindak
kekerasan sepertiitu
tindakan kekerasan, karena dalam praktik juga dijumpai beberapa inakar yang
dapat dilakukan orang tanpa me Iakukan suatu tindak kekerasan, misalnya inakar
untuk mengubah bentuk pemerintahan yang sah, dimana inakar tersebut hanya
merupakan suatu cara untuk mencapaisuatu tujuan tertentu".

Makar dengan inaksud adalah percobaan yang tidak sah. Makar merupakan
perbuatan yang tidak sah sama sekali dengan tujuan untuk mencapai sesuatu
yang tidak sah* Perbuatan Makar yang merupakan perbuatan percobaan da!am
pengertian Pasa1 53 KUHP yang dijadikan kejahatan yang beadiri sendiri dan
dinyatakan sebagai kejahatan yang sempurna.

namun tidak setiap inakar harus diartikan dengan
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Dikarenakan sebagian pendapat mensyaratkan keharusan di!akukannya suatu
permulaan pelaksanaan o1eh pelaku untuk menyetesaikan inakar, inaka apakah
inungkin seseorang dituntut karena percobaan meIakukan inakar (misat inakar
menurut Pasat104 KUHP), mengingat bahwa untuk adanya suatu percobaan yang
dapat dipidana dalam pasa1 53 ayat (1) KUHP, pembentuk Undang-undang telah
mensyaratkan bahwa pelaku harus sudah mewujudkan in aksudnya daiam suatu
permulaan pelaksanaan.

Menurut Lainintang, terhadap seseorang itu tidak in ungkin dikenakan dakwaan
telah mencoba meIakukan in akar atau didakwa, melanggar Pasa1 53 ayat (1) 10.
Pasali04 KUHP, karena dengan dilakukannya permulaan pelaksanaan dan tindak
pidana yang diatur dalam Pasalt04 KUHP itu sendiri, inaka tindak pidana in akar
seperti yang dimaksudkan dalam Pasa1, o4 KUHP itu dengan sendirinya harus
dianggap telah selesai dilakukan o1eh orang tersebut. Halini seialan dengan
pendapat Van BemineIen, yang menyatakan bahwa pada inakar itu tindak
pidananya sendiri merupakan suatu tindakan pelaksanaan seperti yang
dimaksudkan dalam Pasa1 53 ayat (1) KUHP, inaka tidak in ungkin terdapat suatu
percobaan untuk meIakukan suatu inakar.

Sementara Winono Prodjodikoro mengemukakan pandangannya yang berbeda
yaitu: "ada kernungkinan ditakukan percobaan (poging) untuk in akar dari Pasal
104, Jadi, daiam hat inakar untuk mein bunuh Kepala Negara, Perbuatan si pelaku
yang baru merupakan perbuatan persiapan untuk tindak pidana pembunuhan
biasa. sudah dapat merupakan permulaan pelaksanaan daritindak pidana inakar
untuk mein bunuh Kepala Negara".

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perbuatan inakar o1eh pembuat
undang-undang tidak hanya dimaksudkan dengan tindakan kekerasan atau ariarki
namun tindakan diluar itupun Iika itu ditujukan kepada kepentingan yang
meinbahayakan keamanan Negara, bahkan percobaan inakar daiam mein bunuh
Presiden dapat dipidana dan sudah merupakan bahaya yang harus dicegah
dengan sanksipidana yang inaksimum.

z) dengan in aksud;
Unsur ini adalah unsur subjektif dari pasa!ini yang be rerti pelaku me in punyai niat
atau kehendak atau bertujuan, hingga tujuan tersebut tidak perlu telah
terlaksana. Maksud itu harus meliputi perbuatan menghilangkan jiwa, me rampas
kernerdekaan atau menjadikan tidak mainpu menialankan pemerintahan atas
Presiden atau Wakil Presiden. -

3) untuk menghilangkan nyawa;
Menghilangkan nyawa terdiri atas pembunuhan (Pasa1 338) dan pembunuhan
dengan berencana (Pasa1 340) dan perbuatan percobaan atas kedua Ienis
kejahatan tersebut.

Menurut Noyon-Langemeljer:
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"tidak semua kesengajaan menghilangkan nyawa Presiden dan Wakil Presiden itu
dapat dimaksudkan dalam pengertian tindak pidana inakar seperti an
dimaksudkan dalam Pasa1, o4 KUHP, terutama Iika meninggalnya Presiden atau
Wakil Presiden itu merupakan suatu akibat tidak langsung darisuatu erbuatan
yang telah di!akukan o1eh seseorang. "

Dalam halini, perbuatan pelaksanaan dapat masih berupa perbuatan yang secara
formil belum selesai atau sedemikian Iauh dari sempurna sehingga sudah
merupakan perbuatan seiesai namun tidak menimbulkan akibat yang dituju
(da!am kejahatan materit I).

Dimana perbuatan yang sempurna adalah menimbu!kan matinya korban (Pasal
338), namun karena sesuatu faktor atau hal yang diluar kekuasaan si pelaku tidak
menimbulkan akibat matinya sasaran yang dituju. Daiam halini dapat diambil
contoh Peristiwa Cikini tangga1 30 November 1957 di Jakarta dimana perbuatan
me!empar granat telah dilakukan techadap Presiden Soekarno, namun ada faktor
yang diluar kernampuan si pelaku, sehingga tidak menimbulkan kernatian pada
yang dituju. Jika penstiwa itu dipandang sebagai pembunuhan in aka halitu adalah
percobaan pembunuhan. Namun jika dipandang dari kejahatan terhadap
keamanan Negara, karena korbannya adalah Presiden, in aka penstiwa itu bukan
percobaan pembunuhan, melainkan berupa kejahatan seiesai yakni kejahatan
in akar. 53

4) untuk merampas kernerdekaan;
Merampas kernerdekaan harus dilihat menurut Pasai 333 KUHP, namun Pasa1 333
meinuat 2 tindakan yaitu merampas kernerdekaan dan meIanjutkan perampasan
kernerdekaan itu, sedangkan Pasa1, o4 hanya meinuattindakan yang meniadakan
kebebasan, berhubung tindakan meIanjutkan peniadaan kebebasan tidak da at
dihubungkan dengan inakar yang bertujuan untuk meIaksanakan sesuatu yang
belum ada,

MenurutVan Hattum:54
"kernerdekaan disini merupakan semacam kernerdekaan bergerak. Hambatan
terhadap kernerdekaan bergerak tersebut bukan hanya dapat dicapai semata-
mata dengan penutupan dan pengangkutan secara tidak bebas, melainkan juga
dapat dicapai dengan pemaksaan secara psikis, yaknijika karena pemaksaan
tersebutseseorang menjadidihambat daiam kebebasan untuk bergerak "

Dan. uraian tersebut jetas bahwa yang dimaksud dengan inakar yang dilakukan
dengan inaksud untuk merampas kernerdekaan Presiden atau Wakil Presiden
dalam ruinusan Pasa1, o4 KUHP itu sebenamya adalah inakar yang dilakukan
dengan inaksud untuk merempas kebebasan bergerak dari Presiden atau Wakil
Presiden.

s) untuk meniadakan kernampuan menialankan pemerintahan;
Untuk meniadakan kernampuan menialan kan pemerintahan dapatterjadi dengan
beberapa cara dan. tidak dipersoalkan jenis sarana dan cara yang dipergunakan
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dalam me Iakukan inakar untuk mencapaitujuannya. Me Iakukan percobaan untuk
menjadikan tidak mainpu, dengan cara atau sarana yang tepat, perbuatann a
secara berdirisendiri dapat merupakan perbuatan yang dapat dihukum.

Pengertian tidak mainpu untuk menialan kan pemerintahan tidak dijumpai dalam
undang-undang, hanya menurut Moch. Anwar dan beberapa penulis berikan
contoh-contoh mengenai sarana yang diperlukan seperti kekerasan dan
pemberian bahan-bahan berbahaya serta hal-hal yang dapat menimbulkan
ketidakmampuan daiam tubuh dan fikiran inaupun dalam kesusilaan. 55

Dalam halini harus dipahami keridakmampuan dimaksudkan baik secara fisik
inaupun secara psikis. Seiain itu untuk dapat didakwa me langgar Pasa1, o4 KUHP,
seorang pelaku itu harus mein punyai pengetahuan bahwa in akar yang ia Iakukan
itu ditujukan kepada seorang Presiden atau Wakil Presiden.

6) Presiden atau Wakit Presiden.
Objek dan perbuatan inakar adalah Presiden atau Wakil Presiden. Halini da at
dinyatakan sebagai suatu kejahatan terhadap keamanan Negara yang
dipersamakan dengan keamanan pimpinan negaranya. Jika tidak diketahui bahwa
korban adalah kepala Negara, inaka kejahatan itu bukan merupakan kejahatan
terhadap keamanan Negara.

Disini in aksud atau niat harus ditujukan pada menghilangkan jiwa atau merempas
kernerdekaan kepala Negara, jika tidak, inaka kejahatan itu merupakan kejahatan
pembunuhan biasa, pembunuhan berencana atau perampasan kebebasan dengan
pemberatan.

68, Beadasarkan perilelasan dan pemaparan chatas diketahui bahwa Undang-undang No.
I tahun 1946 tentang KUHP ternyata tidak memberikan perilelasan resini dan tafsir
atas Pasalt04 KUHP tersebut, Penjelasan-perilelasan dan tafsir yang memberikan
pengertian Iebih Ianjut justru berasal dari ahli-ahli hukum pidana;

69. Sebagian ahli menyatakan bahwa ketentuan Pasa1 104 KUHP mencakup segala
tindakan yang dilakukan yang merugikan kepentingan-kepentingan hukum tertentu
dari kepala negara dan viakil kepa!a negara yakni kepentingan hukum atas nyawa
(Ieven) dan kepentingan atas tubuh (Inn atau kebebasan datam me!aksanakan
tugasnya (Frist Bernard Rainandey, S. SOS. , M. H), dapat dilakukan sebagai perbuatan
yang dikualifikasi me!anggar Pasa!104 KUHP;

70. Sehingga, nyatalah bawa frasa yang terdapat dalam Pasali04 KUHP dirumuskan
secara samar-samar dan tidak dirumuskan secara jelas dan rinci mengenai perbuatan
yang dikualifikasi sebagai tindak pidana. Pengertiannya terlalu Iuas dan ruinit.
Sehingga, setiap kali aparat penegak akan menerapkan dan mengkualifikasikan suatu
perbuatan sebagai"Makor dengon in@ksud untuk meinbunuh, at@u merompas
kernerdekoon, atau meniodQkon kernompu@n Presiden otou WokilPresiden memerint@h,
didncom dengon pidono inoti otou pidono perilora seumur hidup otou pidona periloro
sementoro paling lama duo puluh tohun", aparat penegak hukum harus berusaha
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untuk menginterpretasikan frasa dalam ketentuan Pasa1, o4 tersebut untuk kernudian
dicocokkan dengan perbuatan nyata yang tenadi. Daiam beberapa kasus, praktik
interpretasiini seringkali digunakan, karena Iebih memberikan keteluasaan bagi
aparat penegak hukum untuk menafsi'rkan ketentuan Pasali04 KUHP ini secara Iebih
Iuas dan mencakup segala perbuatan (bukti P Amnesty)

71. Laporan Kelompok Keria PBB untuk Penahanan Semena-Mena tahun 1999
menyatakan bahwa kejahatan-kejahatan yang dikualifikasi sebagai kejahatan
terhadap negara, antara lain Pasa1, o4 KUHP dirumuskan secara Iuas: (Bukti P-4,
Laporan Amnesty International):

"....*unsur kesengajaan daiam kejahatan yang dimaksud, direngkai daiam
kata-kata yang begitu urnum dan samar sehingga dapat digunakan secara
semena-mena untuk mengekang kebebasan berpendapat, berkumpul dan
berserikat, Mereka dapat digunakan terutama untuk meritargetkan press,
kegiatan oposisi politik darnai dan serikat keria, seperti yang senngkali
tenadi di bawah rezim pemerintahan sebeturnnya".

72. Frosa yang dirumuskan daiam ketentuan Pasalt04 KUHP juga dirumuskan secara
elastis, sehingga memberikan peluang dan rawan terhadap penyalahgunaan o1eh
aparat penegak hukum daiam upayanya meinbuktikan adanya sebuah kejahatan
terhadap setiap orang yang disangka atau didakwa Pasal a quo, Ketentuan daiam
Pasa1, o4 KUHP yang tidak leias dan sumir tersebut merupakan bentuk pelanggaran
atas negara hukum (the rule of low) yang menentukan bahwa setiap peraturan
perundang-undangan yang dibentuk harus jetas, mudah dipahami, dan dapat
menegakkan keadilan;

73. Apabila dikaitkan dengan UU No. 12 tahun 20n tentang Pembentukan Peraturan
perundang-undangan, Pasa1, o4 KUHP telah menyalahi asas-asas pembentukan
peraturan perundang-undangan yang baik, yang salah satu materinya mewajibkan
tegaknya asas kejelasan ruinusan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus
memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundangundangan,
sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya Ielas dan
mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam
pelaksanaannya.

74. Pasa1 104 KUHP telah nyata-nyata dirumuskan tanpa mengindahkan asas-asas
pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan asas-asas mengenai
materi inuatan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur UU No. 12 tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan. Dengan demikan
pembentukan ketentuan dalam Pasali04 KUHP nyata-nyata juga dilakukan dengan
melanggar ketentuan hukum dan halinijuga merupakan pelanggaran terhadap
konstitusiy^rig menjamin bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum.

75, Meskipun UU No. 12 tahun 20.1 tentang Pembentukan Peraturan perundang-
undangan daiam hirarki formal peraturan perundang-undangan termasuk daiam
kategori undang-undang, dalam pengertian susbtantif merupakannamun

16



..

,~

.

,

.

\-

,.

F1

_I

.,

perpanjangan dari ketentuan Pasa1 22 A UUD 1945, yang men ebutkan "K t
Iebihlonjuttentongtotocoropembentukonundong-undon dinturd d
undong";

76. Jikadikaitkanpu!adenganasas-asasterkaitmateri eraturan d ,
Pasalt04 KUHP telah menyalahi dan melanggar asas-asas datam UU No. ,z t h
tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan; akni asas k t rt'b d
kepastianhukum, yaitusetiapmaterimuatanperaturan erundan -und h
dapatmenimbulkanketertibandalammasyarakatme!alui k
hukum;BahwakarenaketentuanPasali04KUHPtetahmelan ar I Ii
prediktibilitas, bererti telah melanggar ketentuan dan norma-nor h k
inariusia yang diakuidalam konstitusi, yang menjadisalah satu rinsi k k b
tegaknya negara hukum;

77. Dengan demikian, jelas bahwa ketentuan Pasat104 KUHP tidak d
bertentangan dengan asas kepastian hukum yang seiatin a dilindun ' d d"
o1eh Pasal, ayat 3 UUD 1945-

1:1j^'^A^.-. I, 0:1. KUHP BERTENTANGAN DENCAN JAMINAN
S^BAGAIMANADIATURDALAMPASALz80AYAT(I)UUDi94s
78. Pasalz8 D ayat(I) UUD a94s menyatakan,

Setiop Qinng berhok otos pengokuan, joiningri, perlindungon,
hukumyong@chisertoperl@kuon yangsomo of hadopon hukum".

Kepastian hukum dan perlakuan yangsama dimuka hukum meru akan sal h t '*
pokok darinegara hukum atau the rule of low sebagaimana dinyatakan dalam Pa I
ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Negoro Indonesia oddloh ne Qin
hukum", dimana kepastian hukum merupakan prosyarat yang tidak bisa d't' d k
dan Negara hukum;

80. Asas kepastian hukum menjadisalah ciridarinegara hukum-the rule of low, d'
dalamnya mengandung asas legalitas, prediktibilitas, dan transparansi. Seba a'
diketahuibahwaciri-cirinegarahukumadalah "diegols steminwh'ch I I ,
well-understood, gridfoirlyenforced"; '

81* Kepastian hukum (certainty), salah satunya mengandung pengertian bahwa hukum
haruslah dapat diprediksi, atau memenuhi unsur prediktibilitas, seh'
subjek hukum dapat meinperkirakan peraturan apa yangmendasari erilaku in k ,
dan bagaimana aturan tersebut ditafsirkan dan dilaksanakan;

Menurut Gustav Radbruch, cita hukum (Idee des Rechts)--yang dilembagakan daiam
suatu bentuk negara hukum, harus memenuhitiga rinsi urnum, 't:
purposiveness kernanfaatan (Zweckmossigkeit), justice-keadilan (Gerechtigkeit),
dan legol certainty-kepastian hukum (Rechtssicherheit). Ketiga unsur tersebu;
haruslah terdapat daiam hukum, baik undang-undang inau un utusan h k' ,

79.

82,

KEPASTIAN HUKUM

don kepostian
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secara proporsional atau berimbang, iangan sampai salah satu unsurnya tidak
terakomodasi, atau satu mendominasi yang lain;

83. Lebih ianjut Radbruch menjelaskan, untuk meinbuat hukum yang benar-benar
proporsional, sesungguhnya sangat!ah SUIit, karena cita hukum yang satu dengan
yang lain, pada dasarnya meiniliki nilai-nilai yang saling bertentangan-kontradiksi
(antinomi), misalnya antara kepastian dan keadilan. 01eh karenanya, hukum yang
berlaku dalam suatu masyarakat hukum, haruslah perimbangan dari beregain
pertentangan-antinomi, seperti halnya formulasi antara kepastian hukum,
kernanfaatan, dan keadilan;

84. 01eh karenanya, setiap pembentukan hukum yang adjl harus me in perhatikan prinsip-
prinsip yang dapat menjamin kepastian, kernanfaatan dan keadilan (Lon Fuller, daiam
The Morality of Low), diantaranya yaitu:
a. I, .LIB^^rri. ITUku_in__barus, dinuat. _sedemikian rupa. .. sehin_gga ._dapat, .dim, engerLi, o1eh

rats^biasa. Fuller juga menamakan halinijuga sebagai hasratLmt!!k. };ejelasa. n;
b. Aturan-aturan i

c. Dalam hukum harus ada ketegasan, Hukum tidak boteh diubah-ubah setiap waktu,
sehingga setiap orengtidak lagi mengorientasikan kegiatannya kepadanya;

d. Harus ada konsistensi antara aturan-aturan sebagaimana yang diumumkan
dengan pelaksanaan senyatanya.

85. Apabita ketentuan-ketentuan yang saling bertentangan dan kontradiktif (antinomi)
masih tetap diberlakukan, senngkali mengakibatkan ketidak"pastian hukum bagi
semua orang, Ketidakpastian demikian akan mengakibatkan kekacauan hu. kum dan
sangat rentan akan adanya penyalahgunaan dan pemberlakuan secara 'sewenang-
wenang;

o

86. Dalam prektiknya penalsiran dan penerapan ketentuan Pasalt04 KUHP selalu
berbeda antara satu kasusjperistiwa dengan yang lainnya, Halini disebabkan karena
objek dari perbuatan inakar adalah Presiden atau Wakil Presiden. Sehingga, apapun
yang berkaitan atau ditujukan dengan Presiden atau Wakil Presiden dapat dinyakan
sebagai inakar. Demikian juga dengan frosa "segala tindakan yang dilakukan yang
merugikan kepentingan-kepentingan hukum tertentu dari kepata negara dan wakil
kepata negara yakni kepentingan hukum atas nyawa (Ieven) dan ke^entingan atas
tubuh (Inn atau kebebasan dalam meIaksanakan tugasnya", ~yang tidak
memberikan batasan yang Ielas dan rigid-dapat dilakukan sebagai perbuatan yang
dikualifikasi melanggar Pasa1, o4 KUHP. Sehingga, mengakibatkan ketidakpastian
hukum, dan terganggunya keadilan sebagaimana secara faktual dialami Para
Pemohon;

a n au_sa^in;

87. Kepastian hukum (legol certainty) sangat terkait dengan kejelasan ruinusan sebuah
regulasi sehingga dapat diprediksikan in aksud dan tujuannya. Halini sesuai dengan
pengertian kepastian hukum datam berbagai doktrin dan putusan Pengadi!an Eropa,
bahwa kepastian hukum mengandung inakna:
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"the principle which requires that the rules of low must be predictable OS well@s the
extent of the rights which ore conferred to individuols and obligations imposed upon
them must be clear ond precise"

^ban;

(prinsip yang mensyaratkan bahwa ketentuan hukum harus dapat terprediksi
sebagaimana halnya lingkup hak yang diberikan kepada individu dan kewajiban
yang keriakan kepada mereka haruslah Ielas dan persis". dan

"the principle which ensures thot individuols concerned must know whot the low is
so that would be obje to pion their octions occordingly"

re^^

(prinsip yang menjamin bahwa seseorang harus mengetahui hukum sehingga ia
mainpu merencanakan tindakannya sesuaidengan hukum itu);

88. Bahwa prtnsip kepastian hukum sela!u terkait dengan laininan perlindungan
techadap warga negara dan perlakuan sewenang-wenang negara;

89, Van Apeldoorn memberikan pengertian tentang kepastian hukum, yakni:
"Pengertion kepostian hukum meinpunyoi duo segi, pertaina bemrti sodl dopot
ditentukonnya (bepooldbo@rheid) hukum dojom h@I-holyong konkret, Pihok-pihok
yong mencori keadilon ingin menget@hui opokoh yang menjodi hukumnyo dojom
holyong khusus, sebelum IQ meinuloisuatu perkoro. Yang keduo, kepostion hukum
berorti keamonan hukum, art^^ya perlindungon bogi paro pihok terhodop
kesewenong-wenorigon hokim. "

90. Pasali04 KUHP secara nyata telah dirumuskan secara samar-samar dan tidak
dirumuskan secara leias dan rinci mengenai perbuatan yang dikualifikasi sebagai
"inakar", sehingga o1eh karenanya aparat penegak hukum (Kepo!isian, Kejaksaan,
dan Pengaditan) bemyenang untuk "mendfsirkon don meneropkon" terhadap
penstiwa-peristiwa konkrit yang berkaitan dan dianggap sebagai inakar terhadap
kepala negara, Perumusan yang samar-samar dan tidak leias serta tidak rinciini
berpotensi disalahgunakan o1eh penguasa dan Kepolisian karena Pasal tersebut
bersifat lentur, subjektif, dan sangat tergantung interpretasi penguasa dan
Kepolisian. 01eh karenanya berpotensi dan secara faktual menimbulkan

ketidakpastian hukum dan melanggar hakasasiPara Pemohon;

Perumusan ketentuan Pasalt04 KUHP, telah memberikan suatu kele!uasaan yang
besar yang dapat disalahgunakan o1eh negara atau Kepolisian, yang menurut
pendapat dan Prof. Rosalyn Higgins disebut dengan ketentuan clawbock, yakni"one
that permits, in normal circumstances, breach of on obligation for o specified number
of public reasons, " Sehingga mengakibatkan dilanggarnya jaminan kepastian hukum
sebagaimana diatur daiam Pasa1 28 D ayat(I) UUD 1945;,

92. Bahwa Pasa1, o4 KUHP sangat bertentangan dengan asas kepastian hukum karena
tidak memberikan batasan yang tegas tentang kategori perbuatan yang dianggap
''Makor dengan inoksud untuk meinbunuh, atau merompos kernerdekaan, atou

._ I
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91.
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meniodokon kernompuan Presiden otou WokilPresiden memerintoh " h'
menimbulkan bias dan atau menciptakan interpretasihukum an sari at! d
berpotensi untuk disalahgunakan o1eh aparat penegak hukum dan e'abat- e'ab t
negara lainnya;

Masalah kekaburan (obscuur) daiam frasa yang terdapat dalam Pasa1, o4 KUHP,
disebabkan karena seseorang tidak dapat memastikan a akah erbuata
dikualifikasikan sebagai"..... merompos kernerdekoon, atau meniodokan ke
Presiden otou WokilPresiden memerintoh" Akibatna, erat t b
menimbulkan penegakan hukum yang berbeda-beda dan sewenan -wenan
(orbitrory enforcement);

Bahwa frasa ",..,, merempos kernerdekoon, atau meniodokon kernom uon Pre d
atau Wokil Presiden memerintoh", sangat multiinterpretotive dan da at ditaf ' k
menurut kehendak pemerintah, Kepolisian dan aparat penegak hukum lainn a,
Sehingga ketentuan ini dapat melegitimasi praktik diskriminasi terhada war a
negara dan masyarakat sipil yang meIakukan dan menyelenggarakan ke iatan-
kegiatan penyampaian protes atau aksi demonstrasi yang mengecam 'alann a
pemerintahan yang dilaksanakan Presiden dan Wakil Presiden;

Ketentuan Pasa1, o4 KUHPsecara jelastidak disusun dan dirumuskan secara t ,
leias, tegas dan tidak dirumuskan dan disebutkan secara jelas in aksud, tu*uan s rt
batas-batas perbuatan yang dikualifikasi sebagai kegiatan " meminds
kernerdekaon, atau meniodokon kernompuon Presiden atau Wokil Pre'd
memerintoh". Sehingga, dalam penerapannya dapat menimbulkan ketidak astian
hukum. Padahal, . asas urnum pembentukan peraturan perundan "undan an seca
leias menyatakan bahwa "dabm meinbentuk Peruturan Perundon -undon
horus. ,,, meinperhotikon : kejeloson tujuon don kejelosan rumuson" Ruinusan-ruinusan
hukum seharusnya pasti dan Ielas agar orang meinperoleh kepastian hukum,
bukannya kebingungan tanpa jaminan kepastian hukum karena ruinusan asal-
pasalnya yang multitafsir;

Daiam praktiknya ternyata tidak seiamanya pembuat undang-undan da at
memenuhi persyaratan di atas. Tidak jarang perumusan undan-undan
diterjeifiahkan Iebih Ianjut o1eh kebiasaan yang berlaku dilemba a-Iemb
Negara/Pemerintah dan Kepolisian, dan yang paling pareh, inuatan materi Pasalio
sepertinya tidak meinperhatikan atau disesuaikan dengan konfiurasi SOSil
masyarakat Indonesia pasca kernerdekaan, Sehingga, mensiratkan bahwa
penyusunan Pasaltersebut dilakukan dengan serampangan dalam arti men an a
atau menyetarakan Indonesia dengan perilajah Belanda. Cara dan perse si demikian
itu mengakibatkan dampak fatal bagi Pasal a quo;

Dengan demikian, jelas. bahwa ketentuan Pasa1 104 KUHP tidak sesuai dan
bertentangan dengan asas kepastian hukum yang seiatinya dilindungi dan di'amin
o1eh Pasa1 28 D ayat(,) UUD 1945-

93.
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95.

96.
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Menaklukan daerah negara seiuruhnya atau sebagian ke bawah
pemerintahan sendiri.

Unsur ini berhubungan dengan integritas wiiayah Ne ara Rl
dibahayakan. Unsur inijuga berarti menyerahkan seluruh atau b
besar wilayah Negara ke daiam pemerintahan asing. Negara di'adjkan daer h
iaiahan atau di bawah kedau!atan Negara lain, sehingga Ne ara k h'!
kernerdekaannya sedangkan sebagian wilayah di bawah Nea
pemerintahan asing beTarti Negara kehilangan kedaulatannya sama sekali.
Meinisahkan sebagian dariwilayah negara

Pasali06 KUHP secara nyata telah dirumuskan secara samar-sa d 'd k
dirumuskan secara Ielas dan rincimengenai perbuatan yan dikualifika ' b
Makor dengon inoksud supoyo wildyah Negoro seiuruhnyo otou sebo ion ' t h k

tangon musuh, Qtoudengon ingksuduntukmemisohkonsebogion wild ahN d
Negora loin. .,,", sehingga o1eh karenanya aparat penegak hukum (Ke o1isian,
Kejaksaan, dan Pengadilan) beonenang untuk "mendfsirkon don menero kan"
terhadap peristiwa-peristiwa konkrit yang berkaitan dan diang a seba ai" k
supoyo wildyoh Negoro seiuruhnyo atau sebogion jotuh ke tangon musuh, atou de
inoksud untuk memisohkon sebogion wildyoh Negaro don Neg@ro loin" Perumu
yang samar-samar dan tidak leias serta tidak rinciini berpotensi disalah u k
o1eh penguasa dan Kepolisian karena Pasai tersebut bersifat lentur, sub'ektif, d
sangat tergantung interpretasi penguasa dan Kepoiisian. 01eh karenan
berpotensidansecarafaktualmenimbulkan ketidakpastian hukum da I
hak asasiPara Pemohon;

PadahalapabilamendasarkanpadaisiPasali06KUHPtersebut, ada k b k
unsur yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat disangka atau didak
meIakukan tindak pidana inakarterkait wilayah Negara. Untuk meIaksa k d
tenadinyatindakpidanatersebuttentumembutuhkansumberda k ,
dukunganbanyakorang, modal yangbesardanpersiapan-persia an an t
terstruktur dan sistematis. Tindakan oreng untuk memisahkan satu wila ah d
Negara atau meIakukan penaklukan terhadap suatu wilayah untuk didirik
pemerintahan sendiri bukan merupakan perbuatan yang bisa dilakukan de
mudahdandalamwaktuyangsingkat, '

Perumusan Pasa1, o6 KUHP disederhanakan dengan adanya idana ba iora
dianggap meIakukan permufakatan jahat atau metakukan ercobaan t h d
tindak pidana sebagaimana diatur Pasali06 KUHP;

Pasa1, o6 KUHP sangat bertentangan dengan asas kepastian hukum kare t'd k
memberikan batasan yangtegastentang kategoriperbuatan yang dian a "makor
supoy@ wildyoh Negoro seiuruhnyo atou sebogionjotuh ke tangQn musuh, atau den
inoksud untuk memisohkon sebagian wildyoh Negora don Negoro loin " Sehin
menimbulkan bias dan atau menciptakan interpretasi hukum yang sari at Iuas da
berpotensi untuk disalahgunakan o1eh aparat penegak hukum dan e'abat- e'ab t
negara lainnya;

t

.

103.

104,

105.

106.
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107. Perumusan ketentuan Pasali06 KUHP, telah memberikan suatu keleluasa
besar yang dapat disatahgunakan o1eh negara atau Ke o1isian, untk
mengkualifikasidan menetapkan tindakan-tindakan dan erbuatan an d'
sebagai",...(s)upayo wildyoh Negoro seluruhnyo atou sebogion IQtuh ke ton on
musuh, otou dengon ingksud untuk memisohkon sebogion wildyoh Ne oro don Ne
loin. ... , yang mengakibatkan dilanggarnya laininan kepastian hukum seba aiman
diatur dal^in Pasa1 28 D ay^t (1) UUD 1945;

Masalah kekaburan (obscuur) juga tenadi dalam frasa yang terdapat dalam Pasal
106 KUHP, disebabkan karena seseorang tidak dapat memastikan kh
perbuatannya dikualifikasikan sebagai"...,*(s)upaya wildyoh Negoro seiuruhnyo atou
sebogion Iatuh ke tongon musuh, atau dengon ingksud untuk memisohkon seb
wiloyoh Negora don Negaro loin. ..,". Akibatnya, peraturan tersebut menimbulk
penegakan hukum yang berbeda-beda dan sewenang-wenang (orbitror
enforcement);

Frasa "makor supoyo wildyoh Negoro seiuruhnyo atou sebogion 'atuh ke ton
musuh, atau deng@n inoksud untuk memisohkon sebagian wiloyoh Ne oro don N
loin. ,..", sangat multiinterpretative dan dapat ditafsirkan secara semena-men
menurut kehendak pemerintah, Kepolisian dan aparat penegak hukum lainn a,
Sehingga ketentuan ini dapat melegitimasi prektik diskriminasiterhada war a
negara dan masyarakat sipil yang meIakukan dan menyelenggarakan kegiatan-
kegiatan penyampaian aspiresi untuk meinperbaiki situasi pemenuhan hak dan
pembangunan yang dilakukan Pemerintah Indonesia di wilayah tertentu, dalam ha!
ini Papua dan Maluku.

Ketentuan Pasa1, o6KUHPsecaraje!astidakdisusundandirumuskan seca t ,
Ielas, tegas dan tidak dirumuskan dan disebutkan secara Ielas inaksud, tu'uan rt
batas-batas perbuatan yang dikualifikasi sebagai kegiatan dan tindakan "makor
supoya wiloyoh Negoro seiuruhnyo atou sebogionjotuh ke tongon musuh, atau den on
inoksud untuk memisqhkqn sebogion wildyoh Negoro don Negoro loin " Sehin a,
daiam penerapannya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Padahal, asas
urnum pembentukan peraturan perundang--undangan secara jelas men atakan
bahwa "dojom meinbentuk Peruturon Perundong-undongon horus, ... mein erhotik
: kejeloson tujuon don kejel@son rumuson", Ruinusan-ruinusan hukum seharusn a
pasti dan leias agar oreng mein peroleh kepastian hukum, bukannya kebingun an
tanpa jaminan kepastian hukum karena ruinusan pasa!-pasa!nya yang multitafsir,
Halini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Para Pemohon, da
mencederai hak konstitusional Para Pemohon, karena tiap pertemuan- ertemua
dan tindakan dalam rangka menyampaikan aspiresi untuk meinperbaiki situasi
pemenuhan hak dan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Indonesia diwila ah
tertentu, daiam halini Papua dan Maluku, dapat dikualifikasi dan diteta kan seba a'
perbuatan "makor supoyo wildy@h Negora seiuruhnya atou sebogion jotuh ke ton on
musuh, atou dengon inoksud untuk memisohkon sebogion wildyoh Neg@ra don Ne era
loin. .,..".

108.

109.

110.
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Adanya ketentuan Pasa1, o6 KUHP juga berpotensi mengakibatkan Para Pemohon
dikrimina!isasiketika menyuarakan demonstrasi menuntut hak-hak Para Pem h .
Karena demonstrasitersebut dapat dikualifikasi sebagai inakar atas wila ah Ne ara.
Tergantung situasi dan suasana politik riasional serta kepentin'gan pehguasa (Bukti
P-Amnesty);

Dengan demikian, leias bahwa ketentuan Pasali06 KUHP tidak sesuai dan
beltentangan dengan asas kepastian hukum yang seiatinya dilindungi dan di'amin
o1eh Pasa1 28 D ayat (1) UUD 1945-

^^:^!^^;i^^,;!<!!^P^^^:^'TENTANGAN. D^'NCAN-. KEMERDEl<AAN'!!!ENCELUARKAN. PIKltlAN
^^;^;'.\^I;^^!^^.;;I^:AN. ;;tvi^ISA. N .yA^IC. DITEqAS. KAN PALAM .PASA_L. ;, 2810AN, -. PA^A^ ,;*~*^^.*Engi;+;*:*<:.!i. -;,!,,,:..-:*.,*,,.-- .. ,. .' . - AsA_L. ;:2810AN, -. PASA;^, 2:3EI^'^t;^it^^;^.^:^it^434'-:',';';':.".' " ~ -'~-~:': ' "" :;*!.'-;.:~
1/3. Pasa128 UUD 1945 menyebutkan sebagaiberikut:

"KernerdekaQn berserikat don berkumpul, mengeluorkon pikiron dengon lison don
tulison don sebagoinyo ditetopkon dengon undong-undong"

114. Selanjutnya datam perubahan kedua UUD 1945, Pasa1 28 E ayat (3) menyatakan
sebagai berikut:

1/1.

112.

"Setiop orong berhok
mengeluorkanpendopot, "

1/5- Ketentuan Pasa1 28 dan Pasa1 28 E ayat (3) kernudian dielaborasi dalam Pasa1 23 ayat
(2) UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan dan
menjamin kebebasan setiap warga dalam mengekspresikan pendapatnya meIaiui
berbagaimedia. Pasalz3 ayat(z) UU No. 39 tahun 1999 menyatakan:

"Satinp Qinng beb@s untuk meinpunyoi, mengeluorkan don menyeborluoskan
pendapot sesuoi hoti nuraninyo, secora lison don otou tulison melolui media cetok
moupun elektronik dengon meinperhotikon rindi-niloi ogomo, kesusilo@n,
ketertibon, kepentingon urnum, don keutuhon negoro. "

Ketentuan di atas seiaras dengan Pasa1 19 ayat (1) dan ayat (2) International
Covenant on Civil@rid Political Rights (Ditetapkan o1eh resolusi Malelis Urnum 2200 A
(XXl) terrangga1,6 Desember, 966), yang telah diretifikasilndonesia meIaiui UU No.
12 tahun 2005, menyatakan bahwa tiap orang berhak meiniliki penda at dan
menyalurkannya secara lisan inaupun tulisan, serta dalam bentuk seni inau un
bentuk lainnya. Selengkapnya Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

(1) Setiop orongokon berhokmempunyoipendopottonpo dicompurtangoni.
(2) Setiap orong akan berhok menyotokon pendopot; hok ini mencokup kebeb@son

mencori, menerimo dan memberIkon informosi don segalo macom gagas@n
tonpq meinperhotikon botas, bulk_secqrq_!isqn. _moup. !I_n_tonsqn_gt_ou_tarcetq!$,
doton?_heri_tukse:ni, atau meloluisarono loin menurut pilihonnyo sendiri.

atOS

1.6.

kebebason berserikcit, berkumpul, don
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Peloksonoon hok-hok yang diberikon dojom oyot 2 POSolini di^ertoi berbo at
kewojiban don tanggungjawob khusus. Moko don itu dopot dikenokon
pembotoson tertentu, tetopi hol demikion honyo boleh ditet@pkon dengon
undong-undong don sepqiijong di^erlukon untuk :
a, Menghormotihokotou nomo balk orongloin;
b. Menjog@ kegmonon ridsionol atQu ketertibon urnum (public order) ot@u

kesehoton otau kesusiloqn urnum.

Komentar Urnum 10 Pasa1,9 Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik men atakan hak
untuk meinpunyai pendapat tanpa diganggu. Ha! ini adalah hak yang tidak
mein perkenankan adanya pengecualian atau pembatasan o1eh Kovenan Kernudian
selanjutnya, perundungan terhadap hak atas kebebasan be rekspresi, termasuk tidak
hanya kebebasan untuk "kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan
informasi dan ide apapun", tetapijuga kebebasan untuk "mencari" dan "menerima"
informasi dan ide tersebut"tanpa mein perhatikan medianya" dan daiam bentuk a a
pun "baik secara lisan, tertulis atau daiam bentuk cetakan, daiam bentuk seni, atau
me Iaiui media lainnya, sesuai dengan pilihannya".

Dalam kerangka ini, ketentuan Pasa1 106 KUHP secara Ietas tidak disusun dan
dirumuskan secara terang, Ielas, tegas dan tidak dirumuskan dan disebutkan secara
Ielas in aksud, tujuan serta batas-batas perbuatan yang dikualifikasi sebagaikegiatan
dan tindakan "makor supayo wildyoh Negoro seiuruhnyo atau sebogion 'atuh ke
tangon musuh, atou dengon inoksud untuk memisohkon sebogion wildyoh Negoro dan
Negara loin. .,,." berpotensi menghambat setiap ekspresi dan pernyatan penda at
yang dikeluarkan o1eh warga negara dalam menyuarakan aspirasi berkaitan dengan
proses pembangunan dan ketimpangan yang inuricul akibat buruknya kebijakan
pembangunan dan tata kelola pemerintah dalam meinbangun suatu wila ah.
Pertemuan-pertemuan yang dilakukan warga negara dan tindakan daiam rangka
menyampaikan aspirasi untuk meinperbaiki situasi pemenuhan hak dan
pembangunan yang dilakukan Pemerintah Indonesia of wilayah tertentu, daiam hal
ini Papua dan Maluku, dapat dikualifikasi dan ditetapkan sebagai perbuatan "makor
supoyo wildyoh Negoro seiuruhnyo otou sebogianjotuh ke tangon musuh, atau dengon
incksud untuk memisohkQn sebagion witoyah Negoro dQriNegoro loin " Partisi asi
warga negara dalam mengontrol proses pembangunan dan pemenuhan hak
merupakan bagian integral dan pelaksanaan kewajiban negara yang dimandatkan
UUD 1945 yang harus dilindungi o1eh Negara;

1.9. Dengan demikian, Ielas bahwa ketentuan Pasa1 106 KUHP tidak sesuai dan
bertentangan dengan jaminan kernerdekaan berserikat dan berkumpul,
mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan yang seiatinya dilindungi dan dijamin
o1eh Pasa1 28 dan Pasat 28 E ayat (3) UUD 1945-

JAMINAN KEPASTIAN HUKUM DAN

(3)

1/7.

1/8.

. . , . , .... . ...~\~. .. ...

120, Pasa1, o7 KUHP bertentangan dengan jaminan kepastian hukum yang diatur daiam
Pasa1 280 Ayat (1) UUD 1945 dan bertentangan dengan jaminan kebebasan

25



...

^

L

.-

menyatakan pikiran, sikap dan pendapat yang diatur dalam Pasai 28E Ayat (2) dan
(3) UUD 1945;

121. 'Pasa1 28 D ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "Setiop orong berhok atOS pengokuon,
joininon, perlindungon, don kepostian hukum yong adjlserto perlokuon yong sama di
hadopon hukum".

Pasa1 28E Ayat (2) dan Ayat(3) UUD 1945 menyatakan, "(2) Setiop ordng berhok atOS
kebebosonmeyokinikepercoyoan, menyotokonpikirondonsiko sesuoid h
nurQninyo, dan Ayat (3) Setiop oreng berhok atOS kebebosan berserikot, berkum ul
don mengeluarkon pendopot";

Kepastian hukum dan perlakuan yang sama di inuka hukum meru akan salah t
ciri pokok dari negara hukum atau the rule of low sebagaimana dinyatakan dalam
Pasal, ayat(3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Negoro Indonesia oddlah ne din
hukum", dimana kepastian hukum merupakan prosyaratyan tidak bisa d't' d k ;

JimlyAshiddiqie menyatakan bahwa Pasa!, aat3 UUDi d
pengertian adanya pengakuan terhadap supremasi hukum dan konstitusi, dianutn
prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusion I
diatur daiamUndang-Undang Dasar, adanya jaminan hak asasi inariusia dala
Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak meinihak
yang menjamin persamaan setiap warganegara dalam hukum, serta menjamin
keadilan bagisetiap orangtermasuk terhadap penyalahgunaan wewena I h
pmakyang berkuasa (BuktiP. );

Salah satu pilar terpenting dari negara hukum adalah erlindun an d
penghormatan terhadap hak asasi inariusia. Perlindungan terhada hak
inariusia tersebut perlu disosialisasikan secara Iuas daiam rangka mein romo 'k
penghormatan dan perlindungan techadap hak asasi inariusia seba ai ciri
penting suatu negara hukum yang demokratis. Halini penting, sebab setia
inariusia seiak kelahirannya menyandang hak-hak dan kewajiban"kewa'iba
bersifat bebas dan asasi. Terbentuknya negara dan demikian ula en elen
kekuasaan suatu negara tidak boleh mengurangi arti atau inakna kebebasan d
hak asasikemanusiaan itu,

Asas kepastian hukum menjadisalah ciri dari negara hukum-the rule of law, an
of daiamnya mengandung asas legalitas, prediktibititas, dan trans aransi.
Sebagaimana diketahui bahwa ciri-ciri negara hukum adalah "o Ie o1 s t
which rules ore clear, well-understood, ondfoirly enforced".

Di dalam kepastian hukum (certointy), salah satunya mengandung pen ertian
bahwa hukum haruslah dapat diprediksi, atau memenuhi unsur red'kt'b't't ,
sehingga seorang subjek hukum dapat meinperkirakan peraturan a a an
mendasari perilaku mereka, dan bagaimana aturan tersebut ditafsirka d
dilaksanakan;

.

,

122,

123.

124.

125.

126.

127.
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128, Kepastian hukum (legal certointy) sangat terkait dengan kejelasan rumusan sebuah
regulasi sehingga dapat diprediksikan in aksud dan tujuannya, Halini sesuai dengan
pengertian kepastian hukum dalam berbagai doktrin dan putusan Pengadilan Eropa
bahwa kepastian hukum mengandung in akna:

"the principle which requires that the rules of low must be predictoble OS wellos the
extent of the rights which ore conferred to individuals ond obligations imposed upon
them must be cleorondprecise"

^han;

(prinsip yang mensyaratkan bahwa ketentuan hukum harus dapat terprediksi
sebagaimana halnya lingkup hak yang diberikan kepada individu dan kewajiban
yang keriakan kepada mereka haruslah leias dan persis". dan

"the principle which ensures that individuals concerned must know what the low is so
that would be obje to pign theiroctions accordingly"

.

(prinsip yang menjamin bahwa seseorang harus mengetahui hukum sehingga ia
mainpu merencanakan tindakannya sesuaidengan hukum itu);

129. Prinsip kepastian hukum, khususnya dalam hukum pidana, selalu terkait dengan
asas legalitas yang harus diterapkan secara ketat. MeIalui asas legalitas inilah
individu meinpunyaijaminan terhadap perlakuan sewenang-wenang negara
terhadapnya sehingga tenadikepastian hukum;

130, Asas legalitss ini mencakup 4 (empat) aspek penting yaitu; peraturan perundang-
undangan/Iex scripto, retroaktivitas (retrooctivity), Iex certo, dan analogi (Butti P-
...). ASPek penting terkait dengan kejelasan sebuah rumusan tindak pidana yang
menjamin adanya kepastian hukum adalah asas Iex certa yaitu pembuat undang-
undang (legislatif) harus meruinuskan secara jelas dan rinci mengenai perbuatan
yang disebut dengan tindak pidana (kejahatan, crimes), Pembuat undang-undang
harus mendefinisikan dengan jelas tanpa samar-samar (nullum crimen sine lege
stricto), sehingga tidak ada perumusan yang ambigu mengenai perbuatan yang
dilarang dan diberikan sanksi. Perumusan yang tidak Ielas atau t^;rlalu ruinit hanya
akan meinuricuikan ketidakpastian hukum dan menghatangi keberhasilan upaya
penuntutan (pidana) karena warga setalu akan dapat meinbela diri bahwa
ketentuan-ketentuan sepertiitu tidak berguna sebagai pedoman perilaku;

131, Permasalahannya, asas legalitas ini sepertinya tidak diterapkan dan tidak
diakomodasididalam ketentuan Pasa1, o7 KUHP. Pasa1, o7 KUHP, yang menyatakan
bahwa :

(1) Mokordengan ingksud untuk menggulingkon pemerintah, dipidono deng@n pidono
periloro seioma-lamany0 11ma belas tohun.

(2) Para pemimpin don par@pengoturm@k@rtersebut dojom oyat(I), didncom dengan
pidona perilarq seumur hidup atau pidano perilaro sementor@ paling lama duo
puluh tohun;
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132. Pasa1, o7 KUHP ini berkaitan dengan ketentuan Pasa1 88 bis KUHP yang
menyatakan: yang dimaksud dengan inakar untuk menggulingkan pemerintah di
dalam ialah menghancurkan atau mengubah bentuk pemerintah menurut 14hdang-
Undang Dasar dengan cara yang tidak sah menurut undang-undang, tata care
penggantian tahta atau tata cara daiam bentuk pemerintahan Indonesia yang sah
menurut undang-undang. (Bukti-P. A. F, Lainintang, Theo Lainintang, 2010, Delik-
Denk Khusus: Keiohoton Terhodop KepentingQn Hukum Negaro, Jakarta: Sinar Grafika,
ha1 52);

133. Ruinusan norma dalam Pasalt07 KUHP tersebut merupakan ketentuan dengan
kriteria yang tidak terukur dan multitafsir, karena sifatnya yang subjektif dan
berpotensi tenadinya penyelewengan kekuasaan yang bertentangan dengan nilai-
nilai demokrasi dan negara hukum serta berpotensi terradinya pelanggaran hak
asasi inariusia;

134. Pasali07 KUHP dirumuskan secara samar-samar dan tidak dirumuskan secara Ielas
dan rinci mengenai perbuatan yang dikuatifikasi sebagai tindak pidana, serta
pengertiannya terlalu Iuas dan ruinit. Sehingga berpotensi disalahgunakan o1eh
penguasa atau pemerintah karena Pasal tersebut bersifat lentur, subjektif, dan
sangat tergantung interpretasi penguasa. 01eh karenanya berpotensi dan secara
faktua! menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar hak asasi Para
Pemohon, Sehingga melanggarasas kepastian hukum ;

135. Frasa "dengan inaksud untuk menggulingkan pemerintah" adalah ketentuan atau
ruinusan tidak ada kriteria yang Ielas, tidak terukur dan multitafsir, in aka ketentuan
ini dapat digunakan o1eh pemerintahan yang berkuasa untuk menekan dan
meinbungkam masyarakat yang meIakukan Kritik terhadap pemerintah. Halini
tentu bertentangan dengan Indonesia sebagai negara demokrasi yang
mementingkan keinginan, aspirasidan suara hati nuranirakyatnya;

136. Ruinusan norma yang terdapat Pasa1, o7 KUHP juga tidak jelas, berpotensi dan
dapat mengkebiri hak atas kebebasan menyatakan pikiran dengan lisan, tulisan dan
ekspresi yang digunakan o1eh penguasa meIa!ui tangan-tangan penegak hukum,
baik ketika me!akukan unjuk ras^ atau juga dapat mengancam kebebasan pers dan
lain sebagainya. Berdasarkah hal-hal tersebut secara Konstitusional bertentangan
dengan Pasalz8EAyat(z) dan (3) UUD 1945;

,37, ASPirasi warga negara datam menyuarakan kritiknya terhadap pemerintah dapat
dilakukan dengan cara aksi unjuk rasa atau demontrasi. Jaminan kebebasan untuk
menyampaikan kritikan terhadap pemerintah dapat terancam dengan adanya
ruinusan Pasa1 107 KUHP yang multitafsir dan cenderung bisa digunakan o1eh
penguasa untuk meinbungkam masyarakat yang mengkritiknya. Tentunya in iselain
bertentangan dengan Pasa1 28E Ayat (2) dan (3) UUD ,945 juga bertentangan
dengan Pasalz80 Ayat(,) UUD 1945 tentang kepastian hukum;

. .
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138, Kebebasan untuk menyatakan pendapat juga dijamin dan diperkuat di dalam Pasal
19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Pasal tersebut menyebutkan,
"Setiop orong berhok atOS kebeboson bemendopot don menyotakon pendopot; hok ini
mencokup kebeboson untuk bemegang teg'uh podd suotu pendopat tonpo odd
intervensi, don untuk mencori, menerimo don menyompaikan informosi don budh
pikiron meloluimedio opa solo don tonpo memondang botos-botas wildyah",

139. Seialan dengan Pasali9 DUHAM, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan
Politik yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenont on Civil and Political
Rightsjuga menjamin hak menyatakan pendapat dan berekspresi di dalam Pasali9
Ayat (2) yang berbunyi; "Setiap orong berhok atOS kebeboson untuk menyotokon
pendopat; hok mitermasuk kebebosan untuk mencori, menerimo dqn memberikon
informasi don pemikiron opopun, tenepos dori pembqtoson-pembotoson secoro lison,
tertulis, atau dojom bentuk catokon, koryo seni atou melolui medio loin sesuoi dengon
pinhannyo";

140. Asas Lex Certa merupakan asas hukum yang menghendaki agar hukum itu haruslah
bersifat tegas dan jelas. Pasa1 107 KUHP tersebut bersifat kabur (tidak pasti)
sehingga berpotensi multitafsir. Dalam ranah hukum, ruinusan-ruinusan hukum
seharusnya pasti dan Ielas agar orangjuga mein perolah kepastian hukum, bukannya
kebingungan tanpa jaminan kepastian hukum karena ruinusan pasal-pasalnya yang
multitafsir;

141. Beadasarkan asas Lex Certo daiam kaitannya dengan hukum yang tertulis, pembuat
undang-undang (legislatif) harus merumuskan secara Ielas dan rinci mengenai
perbuatan yang disebut dengan tindak pidana (kejahatan, crimes). Halinilah yang
disebut dengan asas Iex certo atau bestimmtheitsgebot. Pembuat undang-undang
harus mendefinisikan dengan Ielas tanpa samar-samar (nullum crimen sine lege
stricto), sehingga tidak ada perumusan yang ambigu mengenai perbuatan yang
dilarang dan diberikan sanksi. Perumusan yang tidak je!as atau terlalu ruinit hanya
akan meinuriculkan ketidakpastian hukum dan menghalangi keberhasi!an upaya
penuntutan (pidana) karena warga selalu akan dapat meinbela din bahwa
ketentuan-ketentuan sepertiitu tidak berguna sebagai pedoman perilaku
(Vid^Bukti P. );

,

142. Perumusan ketentuan Pasali07 KUHP a quo, telah memberikan suatu keiuasaan
yang dapat disalahgunakan o1eh negara, atau menurut pendapat dan Prof. Rosalyn
Higgins disebut dengan ketentuan clawb@ck, yakni"one that permits, in normal
circumstances, breach of on obligation for a specified number of public reasons. "
(Bukti P. );

143, Dengan demikian, ketentuan Pasa1 107 KUHP mencerminkan ketidakadilan
Onjustice) dan ketidakpastian hukum (legal uncertainty) terhadap Para Pemohon
karena dengan adanya ketentuan ini tindakan yang dilakukan daiam rangka
meinpertahankan dan meinperluangkan hak-haknya serta meinbela hak-hak
masyarakat untuk menyuarakan kritiknya terhadap kinerja pemerintah dapat
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dikualifikasikan secara sewenang-wenang menjadi suatu perbuatan yang dapat
ditafsirkan dan dikualifikasi sebagai"inaksud untuk menggulingkan pemerintahan"
Padaha! menuntut suatu hak baik individu inaupun koiektif dijamin o1eh berbagai
perundang--undangari termasuk UUD 1945, sehingga mengakibatkan dilanggarnya
jaminan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasa1 28 D Ayat (1) UUD 1945
dan jaminan kepastian menyatakan pikiran dan pendapat yang diatur dalam Pasal
28E Ayat(2) dan (3) UUD 1945-

Pasa1, o8 Undang-Undang No. I Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang
Pidana Bertentangan Dengan Pasali Ayat(3) Undang-Undang Dasar1945

a44. Pasal, Ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa "Negaro Indonesio adoloh Negora
Hukum". Bahwa Negara Hukum IThe Rule of Law dapat dimaknaisebagai"a legal
system in which rules ore clear, well-understood, and fairly enforced"-sebuah sistem
hukum yang Ielas (kecil kernungkinan untuk disalahgunakan), mudah dipahami, dan
menjaga tegaknya keadilan. Kepastian hukum menjadisatah cirithe rule of low, yang
di dalamnya mengandung asas legalitas, prediktibilitas, dan transparansi.

145. Jimly Asshidiqie menyatakan bahwa perundungan hak asasi inariusia merupakan
salah satu pilar utama yangmenyangga berdiritegaknya suatu negara hukum.

146. Anef Sidharta menjelaskan, asas-asas Negara Hukum me!iputi s hal: I) pengakuan,
penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berekar dalam
penghormatan atas martabat inariusia (human dignity); z) persamaan di depan
hukum (equolity before the low); 3) asas demokrasi; 4) pembagian kekuasaan; dan
terakhir yaitu tentang 5) kepastian hukum.
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147. Anef Sidharta menjelaskan kepastian hukum dalam suatu Negara Hukum adalah
terdapatnya kejelasan hukum daiam tatanan masyarakat. hukum bertujuan
mewujudkan prediktabiiitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama
dalam masyarakat bersifat 'predict@ble'. Kepastian hukum secara normatif adalah
ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur
secara jelas dan logis daiam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir),
dan logis dalam arti menjadi sistem norma dengan norma yang lain sehingga tidak
berbenturan atau menimbulkan konflik yang ditimbulkan dannorma

ketidakpastian.

Hukum

148. Prinsip kepastian hukum daiam hukum pidana selalu terkait dengan asas legalitas
yang harus diterapkan secara katat. MeIalui asas legalitas inilah individu me in punyai
jaminan terhadap perlakuan sewenang-wenang negera terhadapnya sehingga
tenadi kepastian hukum.

149. Beadasarkan hal-hal di atas, ruinusan norma dan frasa daiam Pasa1, o8 KUHP
ternyata tidak sesuai dengan nilai-nilai Negara Hukum seperti yang telah dijelaskan
diatas,

150. Pasali08 KUHP menyatakan bahwa:
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I. dihukum periloro paling loinQ Iima belos tohun:
I, orengyong melowon pemerintoh Indonesia dengon senjoto;
2. oreng yang dengon inoksud melowQn Pemerintah Indonesia menyerbu

bersomo-sqmo qtau menggobungkon diri podo gerombolon yang
meldwonPemerintoh dengon senjoto.

Paro pemimpin don paro pengotur pemberontokon dioncom dengon
seumurhidup otou pidonopenjorQsementora paling lama duopuluh tohun.

Dalam Undang-Undang No. I Tahun 1946 tentang Kitab Undang--Undang Hukum
Pidana tidak ditemukan perilelasan yang konkrit tentang penafsiran Pasat408 KUHP
tersebut;

2.

151.

152. R. Soesilo dalam bukunya tentang KUHP serta komentarnya Iengkap asal demi
pasat, menjelaskan Pasali08 KUHP dimuat daiam KUHP pada tahun 1930, untuk
menggantikan Pasali09 KUHP yang lama. Alasan utama dan penggantian itu iaiah
karena pemberontakan of daerah Jakarta dan Banten daiam tahun 1926 terhada
Pemerintah Hindia Belanda dahutu para organisator dan pemimpinn a an
mengatur pemberontakan itu tidak dapat dikenakan pasa1, o9 KUHP lama, jika
mereka tidak serta meIaksanakan pemberontakan itu. Ketentuan dalam ayat (2) dari
Pasa1, o8, bahwa pemimpin dan pengatur pemberontakan malahan dihukum Iebih
beratitu daiam Pasalt09 KUHP yang lama tidak ada;

Beberapa pakar hukum pidana seperti R, Soesilo dan R. Sugandhi memberikan
penafsiran bahwa tidak dapat dikatakan "memberontak" bila perlawanan atau
serangan dengan sengaja itu tidak dilakukan o1eh orang banyak dalam hubungan
organisasi. Bita hanya dilakukan o1eh oreng banyak daiam hubungan organisasi
terhadap pegawai pemegang kekuasaan pemerintah, tidak masuk da!am
pemberontakan, akan tetapi adalah suatu perlawanan yang diancam hukuman
dalam pasa1 212. Untuk dapat digolongkan pada pemberontakan, perlawanan itu
harus ditujukan kepada kekuasaan pemerintah yang sah, misalnya ditujukan ke ada
para pelabat iniliter, pejabat pemerintah daerah, pejabat polisi yang memegang
kekuasaan pemerintah setempat, Untuk dapat dihukum menurut pasalini tidak
perlu adanya unsur bermaksud akan menggantiatau merubah pemerintahana yang
lama dengan yang lain, Cukup dengan inaksud untuk melawan saia, yang misalnya
disebabkankarenamerasatidakpuasdengankeadaanwaktuitu. '

01eh karenanya, Pasatini telah menyebabkan ketidakjelasan dan am biguitas daiam
penerapannya, sehingga sangat berpotensi mengkriminalisasi warga negara dan
menyebabkan kerugian konstitusional Para Pemohon.

Am biguitas Pasali08 KUHP terdapat dalam frase "Pemberontakan" Apa definisi
dari frase ini? dan bagaimana batasan ukurannya? Tidak ada periletasan resini dan
leias yang diberikan undang-undang. Perilabaran unsur-unsur pada angka (1) dan (2)
Pasa1 108 inipun tidak memberikan definisi kongkrit mengenai inaksud
"Pemberontakan" serta batasan ukurannya, Sehingga senng mengalami
inkonsistensi penerapan.

153*

perilorQ
,

154.

I 55,
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Ruinusan norma tersebut sangatlah mencederai konsep Negara Hukum dan
berpeluang me langgar Hak Asasi Manusia sebagaimana yang dijamin o1eh Undang-
Undang Dasar1945.

I?^sit^^j, ^^!-!:-:^it^:b;!^i, ^1:1:11^DAI^i:it^!^>\;14n.ti^!^1, ^tin. ^. 6.1;:t^-^;FA^I. ^.^!^!^^_^;:I^:^!I^iA;I^:^;!Jini^!gi$1<1
^!!. KU. 'till;.'^!i^!^NA -^ERT. ENTAN^:A'N::DENGAN;;I^RINsii^;^RIN'SIP:;;N^^;A'I^I\;11H:ok!i*Init^At^:^:
Dl;t^^!^i$1<A:it^'I'DALAM;PASAL-IAYAT. (3)UUD, 945' , --" . ' *.-';. ...'

159. Pasall ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, dengan tegas menyatakan, "Negoro
In donesio oddlqh negQro hukum";

Ketentuan Pasal, ayat (3) UUD 1945, menurut Jimly Ashiddiqie mengandung
pengertian adanya pengakuan terhadap supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya
rinsiemisahanda bt kk "prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem Konstitusional yang

diatur dalamUndang-Undang Dasar, adanya jaminan hak asasi inariusia dalam
Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak meinihak
yang menjamin persamaan setiap warganegara daiam hukum, serta menjamin
keadilan bagi setiap oreng termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang o1eh
pihak yang berkuasa.

Frans Magnis Suseno menyatakan Negara hukum didasarkan pada suatu keinginan
bahwa kekuasaan negara harus harus chialankan atas dasar hukum yang baik dan
adjl. Hukum menjadilandasan dari segenap tindakan negara, dan hukum itu sendiri
harus baik dan adjl. Baik karena sesuai dengan apa yang dihara kan o1eh
masyarakat dari hukum, dan adjl karena inaksud dasar segenap hukum adalah
keadilan. Ada empat alasan utama untuk menuntut agar negara diselenggarakan
dan menialan kan tugasnya berdasarkan hukum: (1) kepastian hukum, (2) tuntutan
perlakuan yang sama(3) legitimasi demokratis, dan (4) tuntutan akal budi, (Frans
Magnis Susen0, 1994, Etiko Pontik Prtnsip-prtnsip Moml DOSor Kenegoroan Modern,
Jakarta: Cremedia, ha1 295);

Untuk memenuhi unsur-unsur agar disebut sebagai negara hukum, khususnya
dalam pengertian rechtstoat, Julius Stahl mensyafatkan beberapa prinsip, yang
meliputi: a. Perlindungan hak asasi inariusia (grondrechten); b. Pembagian
kekuasaan (scheiding von mochien); c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang
(wetmotigheid von bestuur); dan d, Adanya peradilan administrasi-tata usaha
negara (administratieve rechspraok)

Beadasarkan pendapat dari Jimly Asshiddiqie, sedikitnya terdapat 12 (dua belas)
prinsip pokok negara hukum yang berlaku of zaman sekarang ini. Kese!uruhannya
merupakan pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya suatu negara yang
demokratis konstitusional, sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum dalam
arti yang sebenarnya. Kedua betas prinsip pokok tersebut me. tiputi: a. supremasi
hukum (supremosi of low); b, persamaan dalam hukum (equolity before the low); c.
asas legalitas (due process of low); d, pembatasan kekuasaan (limitation of power);
e. organ-organ eksekutifyang bersifat independen (independent executive organ); f.
peradilan yang bebas dan tidak meinihak (impartial ond independent judiciary); g.

156.

160*

161.

,62.

163.
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peradilan tata usaha negara (administrative court); h. peradilan tata negara
(constitusionol court);i* perlindungan hak asasi inariusia (human rights protection);
I. bersifat demokratis (democratische rechstoot); k. bel+ungsi sebagai sarana
mewujudkan tujuan kesejahteraan (welfare rechtsstoot);. i. 'transpdransi dan kontrol
SOSial(tronporency and social control)

164. Daiam suatu negara hukum, salah satu piiar torpentingnya, ada!ah perlindungan
dan penghormatan terhadap hak asasi inariusia. Perlindungan terhadap hak asasi
inariusia tersebut dimasyarakatkan secara Iuas dalam rangka meinpromosikan
penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi inariusia sebagai ciri yang
penting suatu negara hukum yang demokratis. Setiap inariusia seiak kelahirannya
menyandang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas dan asasi.
Terbentuknya negara dan demikian puta penyelenggaraan kekuasaan suatu negara
tidak boleh mengurangi arti atau inakna kebebasan dan hak asasi kernanusiaan itu.
Bahkan A. V. Dicey menekankan prinsip bahwa isi konstitusi suatu negara yang
menganut negara hukum-the rule of low, harus mengikuti perumusan hak-hak
dasar(constitution based on human rights). Selain prinsip the supremacy of low, dan
equality before the low;

t65. Pengertian negara hukum Indonesia yang berdasar pada -UUD 1945 dan Pancasila,
menurutJ, T. Simorangkir, adalah sesungguhnya berbeda dengan pengertian negara
hukum daiam kerangka rechtsstoot, seperti yang berlaku di Belanda. Akan tetapi
Iebih mendekati negara hukum daiam pengertian the rule of low.

Moh. Mahfud MD memberikan pendapat yang senada dengan J. T, Simorangkir.
Dikatakan Mahfud, penggunaan istilah rechtsstoot dalam UUD 1945 sangat
berorientasi pada konsepsi negara hukum Eropa Kontinental, namun demikian,
bilamana meIihat materi inuatan UUD 1945, justru yang ter!ihat kerital adalah
meteri-materi yang bernuansakan anglo saxon, khususnya ketentuan yang
mengaturtentangjaminan perlindungan hak asasimanusla

Perlindungan hak asasi inariusia sebagai bagian penting dari konsep negara hukum
yang dianut allndonesia telah dinyatakan dalam Bab XA (Pasa1 28 A sampai 28 J)
Uuo 1945 tentang Hak Asasi Manusia. Secara khusus penegasan mengenaijaminan
hak asasi man'sia dalam negara hukum yang demokratis tertuang daiam Pasa1 28 I
ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "untuk menegakkan dan meIindungi
hak asasi inariusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, inaka
pelaksanaan hak asasi inariusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan
perundang-undangan".

Di dalam negara hukum, aturan perundangan-undangan yang tercipta, harus berisi
nilai-nilai keadilan bagi semua orang, Seperti yang dikutip o1eh Jimly Asshiddiqie,
dan Wo!fgang Friedman daiam bukunya, "Low in o Changing Society" mein bedakan
antara organized public power (the rule of lawdalam artiformi!), dengan the rule of
just low (the rule of law daiam arti mater11). Negara hukum daiam arti formil (klasik)
menyangkut pengertian hukum daiam arti sempit, yaitu dalam arti peraturan
perundang--undangan teltulis, dan belum tentu menjamin keadilan substanstif.

166.

167.
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Negara hukum daiam arti materiel(modern) atau the rule oilust lowmerupakan
perwujudan dari Negara hukum dalam artiluas yang menyangkut pengertian
keadilan di daiamnya, yang menjadi esensi dartpada sekedar meinfungsikan
peraturan perundang-undangan datam artisempit.

169. The rule of low dapat dimaknai sebagai"o legal system in which rules ore cleor, well-
understood, grid fairly enforced"-sebuah sistem hukum yang leias (kecit
kernungkinan untuk disalahgunakan), mudah dipahami, dan menjaga tegaknya
keaditan. Kepastian hukum menjadi salah ciri the rule of low, yang di dalamnya
mengandung asas legalitas, prediktibilitas, dan transparans.

170. Ketentuan Pasa1,10 KUHP berbunyi:
(t) Permufakatan jahat untuk meIakukan kejahatan menurut pasali04, 106, 107,

dan 108 diancam berdasarkan ancainan pidana dalam pasal-pasaitersebut.
(2) Pidana yang sama diterapkan terhadap orang-orang yang dengan inaksud

beadasarkan pasa1, o4, 106, dan 108, meinpersiapkan atau meinperlancar
kejahatan:
I. berusaha menggerakkan orang lain untuk me Iakukan, menyuruh me Iakukan

atau turut serta meIakukan agar memberi bantuan pada waktu meIakukan
atau memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk meIakukan
kejahatan;

2. berusaha meinperoleh kesempatan, sarana atau keterangan untuk
me Iakukan kejahatan bagi diri sendiri atua orang lain;

3. meiniliki persediaan bareng-barang yang diketahuinya berguna untuk
me Iakukan kejahatan;

me in persiapkan atau me inilikirencana untuk me Iaksanakan kejahatan yang
bertujuan untuk memberitahukan kepada oreng lain;

s, berusaha mencegah, merintangiatau menggagalkan tindakan yangdiadakan
pemerintah untuk mencegah atau menindas pelaksanaan kejahatan.

(3) Bareng-barang sebagaimana dimaksud daiam butir 3 ayat sebelumnya, dapat
dirempas.

(4) Tidak dipidana bareng siapa yang ternyata bermaksud hanya mein persiapkan
atau me inperlancar perubahan ketatanegaraan dalam artian urnum.

(5) Jika dalam salah satu hal seperti yang dimaksud daiam ayat I dan z pasalini,
kejahatan sungguh tenadi, pidananya dapat dilipatkan dua kali.

,71. Delik yang dirumuskan datam Pasaltio KUHP tersebut dijabarkan daiam unsur-
unsur, in aka akan diketahui bahwa delik yang diatur daiam Pasali, o KUHP me iniliki
unsur-unsur sebagai berikut(Anshari, 2012):
I)Permufdkatan jahat; Penafsiran otentik dari unsur ini dapat ditemukan dalam

Pasa1 88 KUHP yang berbunyi:"dikatakan ada permufakatan Iahat, apabila dua
oreng atau Iebih telah sepakat akan me!akukan kejahatan". Permufakatan disini
tentunya harus di!akukan o1eh 2 oreng atau Iebih, karena perbuatan
permufakatan tidak inungkindilakukan o1eh hanya satu oreng saia. ini tenadi
apabila sudah terdapat kesepakatan setelah ada perundingan atau pertanjian,

2) meIakukan salah satu kejahatan Pasal-Pasali04, 106, ,o7 dan 108; Kejahatan-
kejahatan daiam Pasali04, 106, 107 dan 108 merupakan kejahatan-kejahatan

4.
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terhadap kepentingan hukum negara, yaitu terhadap keamanan negara serta
pimpinannya, Daiam halinijenis-Ienisnya adatah:
. Pasat, o4: Perbuatan in akarterhadap Presiden atau Wakil Presiden;
. Pasali06: Perbuatan inakar untuk menak!ukan wilayah Indonesia dibawah

kekuasaan asing;
. Pasa!107: Perbuatan inakar untuk menggulingkan pemerintah;
o Pasa!108 : Perbuatan pemberontakan.

172. Dengan demikian penanjian antara dua orang atau Iebih untuk metakukan kejahatan
dalam halini sangat diperlukan. Perlanjian ini bukan merupakan perlanjian dalam
pengertian hukum perdata. Perlanjian ini dapat disimpulkan dari keterangan"
keterangan orang-orang yang sating be nani. Persetujuan menjaditanda atau bukti
yang nampak atas perlanjian yang dikehendaki. kejahatannya sendiri belum
diiakukan, bahkan belum ada kegiatan-kegiatan yang menunjukkan suatu
permulaan tindakan kearah kekerasan ataupun ancainan kekerasan, paling jauh
hanya merupakan kegiatan persiapan untuk me Iakukan kejahatan yang dimufakati.
Dapat dikatakan kejahatan yang dimufakati masih dalam rencana. Jadi persesuaian
kehendak (kesepakatan) harus ada kesengajaan, dan ini bukantah suatu tindakan
yang kebetulan. Dan kesengajaan disinijelas menghendaki dan mengetahui,
menghendaki dibuatnya atau dibentuknya dan mengetahuiisi kesepakatan bahkan
inaksud dengan kesepakatanjpermufakatan tersebut. Bahwa Moeljatno
mengegaskan :"Pidana pada urnumnya hendaknya dijatuhkan hanya p'ada bareng
siapa me Iakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui"

173. Unsur dan Pasa1,10 ayat (2) adalah:
Sub Kesotu:

Berusaha menggerakkan orang lain agar orang lain untuk:
- me Iakukan;
~ turut serta me Iakukan;
- menyuruh meIakukan;
- memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan;
- untuk kejahatan itu.

Ruinusan ini berhubungan dengan Pasa1 55 ayat (1) ke-I yang meinuat unsur-unsur
meIakukan, menyuruh meIakukan dan turut serta meIakukan dan Pasat 56 tentang
memberi bantuan. Berusaha menggerakkan oreng lain merupakan kegiatan yang
POSitrf dan terdiri atas suatu perbuatan menekankan pengaruhnya kepada orang
lain secara langsung untuk meinbuat orang lain itu bersedia meIakukan suatu
perbuatan yang dikehendaki.

Percobaan meinbujuk atau menggerakkan orang lain merupakan kejahatan yang
berdiri sendiri, yang dianggap seiesai dengan dilakukannya perbuatan berusaha
meinbujuk atau mengerakkan orang lain itu, meskipun perbuatan itu masih
merupakan perbuatan persiapan untuk meIakukan kejahatan-kejahatan
sebagaimana termaksud dalam Pasa1, o4, to6, 107, dan 108. Perbuatan tersebut
tetap dapat di hukum meskipun orang yang dibujuk atau digerakkan itu tidak
meIakukan perbuatan-perbuatan yang dikehendakioleh pembujuk atau penggerak.
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Sub Keduo:

- berusaha untuk me inperoleh;
. kesempatan
. sarana

. keterangan
- untuk me Iakukan kejahatan itu;
- bagi dirinya atau oreng lain.

Dengan demikian perbuatan ini merupakan perbuatan yang di!arang meskipun
kesempatan, sarana atau keterangan itu belum diperoleh, perbuatan itu tetap
merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman. Perbuatan itu
menunjukan suatu usaha yang mein ungkinkan.

174.

175, Perbuatan ini dinyatakan sebagai kejahatan yang berdiri sendiri dan diancam
dengan hukuman secara tersendiri. terlaksananya pemberian bantuan (Pasai 56 ke-2
KUHP). Dengan demikian, perbuatan inI dinyatakan sebagai kejahatan yang berdiri
sendiri dan diancam dengan hukuman secara tersendiri.

Sub Ketigo:
- meiniliki persediaan barene;, bareng;
- yang diketahuinya;
- untuk meIakukan kejahatan.

Perbuatan meiniliki persediaan barang-bareng atau menyimpan barang-bareng atau
alat-alat merupakan perbuatan yang dilarang dengan syarat: pemilik atau
penyimpan harus engetahui, bahwa bareng-bareng itu diperuntukan guna
me Iakukan kejahatan itu. Pengetahuan tentang tujuan dan barang-bareng itu harus
diketahuinya boleh pemilik yang mein punyai persediaan, hingga halini merupakan
unsur subjektif, Dengan ini perbuatan meinitiki persediaan barang-barang itu
menjadi kejahatan yang berdiri sendiri.

SubKeempot:
- mein persiapkan;
-meinilikirencanauntukmetaksanakankejahatanitu. '
- yang akan diberitahukan kepada oreng lain.

Perbuatan me inpersiapkan atau me iniiiki rencana yang akan diberitahukan kepada
orang lain daiah suatu perbuatan datam bentuk persiapan yang dilarang dan
diancam dengan pidana, an karenanya perbuatan itu merupakan kejahatan yang
berdiri sendiri.

Sub Kelimo :

- berusaha;
- mencegah;
- meTintangi;
- menggagalkan;
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- tindakan pemerintah;
- untuk mencegah atau menindaslmenghentikan;
- pelaksanaan kejahatan itu.

Perbuatan berusaha atau mencegah atau merintangi atau menggagaikan suatu
tindakan pemerintah, merupakan kejahatan tersendiri, berhubung perbuatan itu
dilarang dan diancam dengan pidana, me skipun perbuatan itu masih terletak dalam
bidang persiapan.

Bahwa Unsur dari Pasa1,10 ayat (4) adalah :
Perbuatan-perbuatan dalam ayat (2) itu ternyata tidak dapat dipidana apabila
dilakukan dengan inaksud untuk meinpersiapkan atau meinperlancar perubahan
ketatanegaraan daiam artiumum.

Ayat ini dibentuk karena ada kekhawatiran pasalini akan diberlakukan terlalu 'auh,
hingga dapat meinbahayakan bagi kebebasan berpolitik, kebebasan berpikir atau
kebebasan beltindak.

176. Karena KUHP Indonesia merupakan saduran dariWetboek van StrafrechtNederland
(W. v*5.1Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda) yang juga dibertakukan di
negara iaiahan yang bersifat kolonial dalam arti sangat menguntungkan
kepentingan penjajah, o1eh karena itulah sengaja dibuat rumusan pasal yang sangat
Iuas sehingga karena Iuasnya dapat me in bias dan am bigu. Masih banyak pasal-pasal
yang merupakan warisan Pemeirntah KOIonial yang dirumuskan dan diatur dalam
KUHP tentunya sudah tidak sesuailagi di alam kernerdekaan, era demokrasi dan era
reformasi saat ini;

177. Dan uraian diatas inaka ketentuan pasali, o ayat (2) Undang-Undang a quo tidak
mencerminkan aturan yang leias, mudah dipahami dan dapat dilaksanakan secara
adjl, karena untuk menyatakan seseorang dapat of hukum menurut pasali, o KUHP
ini harus benanbenar metakukan perbuatan yang tersebut of sub I-5, ketentuan
pasalini sangat Iuas dan terlalu rumit serta akan meinuricutkan ketidak pastian
hukum .

178, Bahwa pasali, o KUHP adaah delik percoban yang berdiri sendiri, dengan tidak
sengaja, berarti telah dianggap meinbantu meskipun secara pasif, ruinusan
pasalyang Iuas dapat berpotensi dilakukan o1eh penguasa secara sewenang-
wenang. Ketentuan pasali, o KUHP ini yang tidak jelas dan ambigu tersebut
merupakan bentuk pelanggaran atas negara hukum (the rule of low) dimana hukum
harus jelas, mudah dipahami, dan dapat menegakan keadilan;

Bahwa pasa1,10 KUHP dipahami sebagai antisipasi tindakan yang masif techadap
keamanan negara dari perbuatan metawan hukum, namun dapat dipahami
terbentuknya pasalt, o KUHP tersebut merupakan warisan dari pemerintahan
KOIonial Belanda untuk mencegah revolusi komunis di Belanda pada tahun 1920
inaka of buatlah Anti revolutie wet. Seiring dengan perkembangan laman of

,79-
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Indonesia yang Demokrasiini sudah sepantasnya pasalitu ditiadakan karena
berdampak akan merusak nilai-alla Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dengan
meinbatasi kebebasan berkumpul, mengeluarkan pemdapat sehingga menciderai
pilar dari Prinsip Negara Hukum yaitU salah' satu pilar terpentingnya, adalah
perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasimanusia.

180. Selain itu, berlakunya pasa1,10 ayat (1) KUHP mengakibatkan Para Pemohon
berpotensi dikriminalkan kerika malakukan pertemuan-pertemuan untuk
menyuarakan demonstrasi atas kinerja pemerintah dan menutut hak-hak Para
Pemohon. Karena pertemuan tersebut dapat disebut sebagai permufakatan Iahat
untuk in akar menggulingkan pemerintahan.

PASAL-,, 0 .. UNDANq-UNDANG- NO I TAHUN 1946 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG
^IUKtiM PIOANA BERTENTANGAN DENGAN JAMINAN KEPASTIAN HUKUM DAN
I$^^'^.^As^^;;B^R^K-SPRESl, -SEBAGAIMANA D/ATUR DALAM PASAL 28 D AYAT (1) UUD
I^!45n^i^^1:1^^.:SAL^^I^^, AYA, t (3) .

181. Pasa! 28 D ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "Setiop orang berhok atOS pengokuon,
joiningn, perlindungan, don kepostion hukum yang adjlserto perlokuon yang sama di
hadopon hukum";

182. Pasa1 28E ayat (3) dengan tegas menyatakan "Setiop orong berhok otos kebeboson
berserikot, berkumpul don mengeluarkon pendopot".

,83. Kepastian hukum dan perlakuan yang sama di inuka hukum merupakan salah satu
ciri pokok dari negara hukum atau therule of low sebagaimana dinyatakan dalam
Pasal, ayat(3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Negoro IndonesiQ oddloh negor@
hukum", dimana kepastian hukum merupakan prosyarat yang tidak bisa ditiadakan;

184. Aasas kepastian hukum menjadisalah ciridari negara hukum-the rule of law, yang
of dalamnya mengandung asas legalitas, prediktibilitas, dan transparansi.
Sebagaimana diketahui bahwa ciri-ciri negara hukum adalah "a legol system in
which rules ore clear, well-understood, ond fairly enforced";

,85. Kepastian hukum (certointy), salah satunya mengandung pengertian bahwa hukum
haruslah dapat diprediksi, atau memenuhi unsur prediktibilitas, sehingga seorang
subjek hukum dapat meinperkirakan peraturan apa yang mendasari perilaku
mereka, dan bagaimana aturan tersebut ditafsirkan dan dilaksanakan.

186. Ketentuan-ketentuan yang saling bertentangan dan kontradiktif (antinomi)
tersebut yang masih tetap diber!akukan, seringka!i mengakibatkan ketidak-pastian
hukum bagisemua orang, Ketidakpastian demikian akan mengakibatkan kekacauan
hukum dan sangat rentan akan adanya penyalahgunaan dan pembertakuan secara
sewenang-wenang

, 87. Menurut Jan Reinelink syarat Iex certo (undang-undang yang dirumuskan ternerinci
dan cermat) sering dikaitkan dengan kewajiban pembuat undang"undang untuk
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sebaliknya penguasa menggunakan pasa1 110 KUHP ini sebagai bentuk
pembungkaman atas kebebasa berkumpul dan menyampaikan endaat
sebagaimana telah of atur dalam Pasa; 28 E Ayat(3) UUD 1945,

Masih berlakunya pasat 110 (1) KUHP secara tidak langsung dapat me in batasi sena
menghambat setiap orang untuk memaiukan dirinya daiam meinper'uan kan
haknya secara koiektif. Karena baru meIakukan perkumpuian untuk meIakukan
protes terhadap kinerja pemerintahaan sudah masuk dalam unsur Pasaliio ayat (1)
KUHP. 01eh sebab itu Pasaliio ayat (1) KIUHP bertentngan dengan pasa1 28 E ayat
(3) UUD 1945

Pasalt, o KUHP secara Ielas bertentangan dengan asas Iex certo, karena unsur-
unsurnya tidak dirumuskan secara terang, Ielas dan tegas serta tidak dirumuskan
dan disebutkan secara jelas inaksud, tujuan serta batas-batas erbuatan an
hendak dilarang. Sehingga, dapat menimbutkan ketidakpastian hukum daiam
praktik penegakan hukum pidana;

Asas Lex Certo merupakan asas hukum yang menghendakiagar hukum itu haruslah
bersifat tegas dan leias, Pasalt, o ayat (1) dan (2) tersebut bersifat kabur (tidak
pasti) sehingga berpotensi multitafsir. Daiam ranah hukum, ruinusan-ruinusan
hukum seharusnya pasti dan jelas agar orang juga meinperolah kepastian hukum,
bukannya kebingungan tanpa laininan kepastian hukum karena ruinusan asal-
pasalnya yang multitafsir;

Dengan demikian, ketentuan Pasal, ,o ayat (1) dan (2) bertentangan dengan
jaminan kepastian hukum dan kebebasan berekspresisebagaimana diatur di dalam
Pasa1 28 D ayat (1) dan Pasa1 28 E ayat(3) UUD 1945.

194-

195-

196.

,97.

Beadasarkan hal"haltersebut chatss, kamimohon kepada Mahkamah Konstitusi R bj*k
Indonesia untuk memeriksa dan meinutus permohonan Pengujuan Undan "Undan in'
sebagai berikut:
*. Menerima dan mengabulkan seiuruh permohonan pengujian Undang-Undang Pare

Pemohon;

Menyatakan Pasa1, o4, Pasa1, o6, Pasali07, Pasat 108, dan Pasa1 110 KUHP
bertentangan dengan UUD 1945, o1eh karenanya Pasa1, o4, Pasa1, o6, Pasalt07, Pasal
108, dan Pasa1,10 KUHPtidak meiniliki kekuatan hukum yang mengikat;

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya;

Atau Iika Maletis Hakim berpendapat lain, inohon putusan yang seadil-adjlnya (Ex Aequo
et Bono)

~, t!j, *;$*!t;*..*.,,,., :;I^,.,-.-;$*.*j^?^*43. j, iai^;*-.*:$^;^,,^!;j^$3^^*;u!^^.. 1.1;**' *'?:,;;t;;:a^;,?^I^

2.
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